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T esis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam 
pernbuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga 
keda, Berdasar Undang-undang Nornor. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan 
Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. 
Penelitian lni adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis nonnati£; sebingga penelitian ini berbasis pada analisis 
terhadap nonna hukum, baik h.ukum dalam arti peraturan perundang­
undangan, maupun hokum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitian 
menyarankan bahwa dalam pembuatan peJjanjian kerja waktu tertentu perlu 
diperhatikan pihak yang bePNenang menandatangani perjanjian itu; Hanya 
yang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanya 
peran aktif pemerintah untuk mengawasi peiaksanaan perjanjian ini; dan 
perlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian keija yang independen. 
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Agreement with Time Labor, By Law No. 40 In 2007, the 
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This thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of the 
agreement and work with a certain time of labor, By Tax Act 40 In 2007, the Limited Company 
and Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using a 
normative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both: in 
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A. Latar Belakang 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Th 1997, sebagai krisis moneter 

pertama telah cukup rnemukul dunia usaha disemua sektor eli Indonesia. Belumlah 

cukup sampai disitu, hantaman krisis moneter kedua yang dimulai dari negara 

maju sebagaimana Amerika, temyata tidak kalah- dasyatnya memukul sektor 

ekonomi di Indonesia. Berawal dari ide inilah sehingga Penulis menangk:ap 

adanya beberapa hal yang cukup menarik untuk dicermati sebagai topik peneliti~n 

dalam Tugas Akhir ini Karena implikasi dari dilonggarkannya pengawasan atau 

kontrol terhadap pelaksanaan regulasi oleh Pemerintah, maka memungkinkan 

adanya beberapa aturan yang ditinggalkan atau diterobos oleh beberapa oknum 

subyek hukum, dengan alasan penguS<iha untuk meningkatkan daya saing dan 

efisiensi, juga untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu agar dapat menciptakan 

kesempatan kerja seluas-luasnya. 

Pentingnya perlindungan bagi pekerja/buruh biasanya berhadapan dengan 

kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan dalam menjalankan usahanya. 

Sehingga seringkali pihak yang terkait secara langsung adalah pengusaha dan 

pekerjalburuh. Secara umum persoalan perburuhan lebih banyak diidentikkan 

dengan persoalan antara pekeija dengan pengusaha Pemahaman demikian juga 

dipahami sebagian besar pengambil kebijakan perburuban sehingga teijadi reduksi 

pemahaman terhadap burub sebagai pekeJja dan buruh sebagai suatu profesi dan 

katagori sosial. Pemahaman tersebut mengakibatkan perlindungan terhadap 

pekerja!buruh dengan PWKT menjadi sangat lemah. 

Untuk lebih konkritnya, maka Penulis dalam hal ini lebih memfokuskan 

pada bidang ketenagakerjaan, karena pada sektor ini, Penulis beranggapan bahwa 

sebagian masyarakat Indonesia telah menggantungkan nasibnya. Untuk dan oleh 
~ . 

karena itu, masyarakat pekerja I buruh cukup merima, meskipun pekerjaRn yang 

ditawarkan kepadanya adalah pakerjaan untuk waktu tertentu, yaitu sebagai 

pekerja kontrak. 
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Penelitian terhadap perjanjian kerja wak:tu tertentu pekerjalburuh ini 

dengan difokuska.~ pada tanggung jawab Para Subyek Hukum dari Para Pihak 

yang melakukan pe~anjian adalah dirasa sangat penting. Hal ini setidaknya karena 

beberapa alasan, diantaranya adalah: 

1. Para Pihak, terutama pekeJja I buruh, tidak faharn akan makna peJjanjian 

itu sendiri, sehingga ada atau tidaknya perjanjia."l; bagi pekerja J buruh 

tidaklah penting. Karena yang paling penting bagi pekerja/ buruh adalah 

adanya pekerjaan dan upah, karena selain akan mendapatkan uang untuk 

menutup kebutuhannya (termasuk keluarganya I orang lain yang menjadi 

tanggungannya), juga untuk menghindari status •'pengangguran" yang 

diberikan oleh masyarak:at terhadap anggota masyarakatnya yang tidak 

bekelja. 

2. Para Pihak dalam pembuatan peljanjian jarang mengacu pada peraturan 

pernndang-undangan yang benar. Misalnya, Syarat Syahnya Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu telah diatur dalarn Pasal 52 Undang-undang No 13 

Tahun 2003 akan tetapi dalam pelaksanaan, Para Pihak masih mendasar 

pada Pasal 13?0 KUH Perdata. Padabal jelas Undang-undang No 13 

adalah Leg Specialis dari KUH Perdata, sehingga seharusnyalah 

dikesarnpiogkan terlebih dahulu, sejauh terhadap keteutuan yang secara 

jelas dan tegas diatur dalam Undang-undaog Ketenagskerjaan tersebut. 

3. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan pola pe~anjian yang 

diperuntukkan bagi pekerjaan yang kareoa sifutnya memang mempunyai 

batasan waktu dalarn pengerjaannya, sehiogga terhatas akao waktu 

pengeJjaannya. Narnun dalam pelaksanaannya tidaklah demilrian. 

Sehingga karena hal yang demikian maka yang dipersalabkan adalah 

peraturan porundang-unijangnnya yang dianggap tidak tersosialisasi 

deogan baik, artinya masih tidak banyak diketahui olah masyarakat. 

Memang hal ini ada peran ketidak berhasilan pemerintab dalam hal 

sosialisasi sehingga menimbulkan butteljly effect terhadap pemahaman 
' 

masyarakat terharlap hukum, Dimana pemerintab masih nenerapkan sistem 

sosia!isasi hukum dengan sistern fictie hukum, yang diterapken oleh 
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pemerintah ( dalam hal ini baik legislatif, maupun eksekutif), yaitu sebuah 

sistem sosiaiiasi yang menerapkan sistem sosia1isasi yang- menganggap 

masyarakat telah mengetahui huknm, ketika sebuah undang-undang 

dicanturnkan dalam Lembaran Negara. Sebuah sistem yang menurut 

Penulis sangat kolonialis, karena sistem ternebut dipakai oleh Kolonial 

Belanda untuk menjebak para lawan politik Pemerintah Penjajah Belanda. 

Bukankan sudah saatnya sistem sosialisasi meruakai tehnoiogi 

telekomunikasi. 

4. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan bagian dari perubahan hekum 

di bidang perburuban, yang labir sebagai tuntutan deri Konvensi JLO, 

sebingga lebili merupakan hukum yang bersifat doktrinal (Tap Dawn), 

karene lahirnya deri ide pemerintah, bukan ide dari masyarakat, sehingga 

Meakipun banyak hnkum, dalam ani peraturan perundang-undangan yang 

secara dipakaakan diberlakakan di Indonesia, karena sistern pembentukan 

hnkum dengan menekaekan pada proses Top Down dan tanpa riset yang 

memadai1
. 

5. Faktor pesemistis masyarakat terhadap hukum. Dalam penegakan hekum, 

yang terpenting ada)ah buka.n kepastian hukurn dalam arti "ada atau 

tidaknyd" hukum dalam arti peraturan perundang-undangan saja, tetapi 

justru kepastian hukum dalam arti, adanya persamaan atau kemiripan atas 

putusan yang dibarapkan pencari keadilan. Hal ini dapat di gambarkan, 

sebagai berikut, terhadap kasus yang sama atau yang harnpir sama, maka 

sebarosnya mendapat putusan yang sarna. Kenyataan di dalarn praktek 

adalah, bahwa dalam kasus yang sama atau yang bampir sama, maka 

putusan pengadilan tidak jarang saling bertentangan. Bahkan tidak jarang 

juga dalam satu kasus, yang telah dimenangkan di tingkat Pengadilan 

Negeri, tetapi di tingkat Pengadilan Tinggi atau di tingkat Mahkamah 

Agung dikalahkan. Kenyataan seperti ini hampir berlaku sama dan 

1 Hikmahanro Juwana, ''Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia", da1am Ennan Raj~gukguk. 
I!OOnaballto Juwana, Tinrothy Lindsey, Perubahan Hukum di Indonesia (1991!-2004), Harnpan 
2005, Universltas Indonesia, 2004, hal32- 33. 
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menyelurub. Disadari atau tidak hal ini berakibat menambah 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap hokum dan penegak hukumnya. 

Sifat dan sikap apatis inilah yang juga memiliki andil at as tidak efektifuya 

pelaksanaan hokum di Indonesia. Selain faktor-faktor lain, misalnya: 

I. pembentukan hukum yang menakankan proses Top Down; 

2. pembentukan hukum tanpa riset; 

3. penegakan hukum yang !emah; 

4. hokum di masyarak:at tidak sesuai dengan hukum positi£2 

Hal yang sama telah dikemukakan Soerjono Soekanto. Dalam pidato 

pengukuhannya sebagai Gurubesar Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, sebagai berikut: 

" Masalah pokuk daripada penegakan hukum sebenamya terletak pada 

faktor-faktor yang munglrin mempengaruhlnya Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalab 

sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri. yang dalam tulisan ini akan dibatasi parla 

Undang-Undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni fibak-fihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau filsilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana bukum tersebut berlak:u 

atau diterapkan. 

5. faktor kebudayaan, yakni sebagai karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari 

pada efektifitas penegakan hukum."3 

• 

'lbid., hat 32- 35. 
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' 

Pembentukan hukum seharusnya memperbatikan falctor-faktor tersebut di 

atas, tidak hanya sekedar sebagai syamt furrnal saja, tetapi secara serius harus 

dipomatikan. Sebab apabila tidak, maka kita tidak hanya rugi secara finansial saja, 

tetapi juga rugi waktu dan yang lebih fatal adalah tidak etektilbya Undang­

Undang itu. 

Menurut Hikmabanto Juwana, alasan pembentukan undang-undang memang 

bennacmn-macam, diantaranya : 

a. Fektnrinternal negara: 

1. Mencapai tujuan nasional; 

2. menggantikan ketentuan lama yang telab usang; 

3. merespon kebutuban masyarakat; 

4. memenuhi keinginan memiliki hukum modem; 

5. menciptakan iklim invostasi yang kondusif; 

6. menjawab tantat'lgan era globalisasi; 

7. pemenuhan persyaratan utang atau hi bah Luar Negeri~ 

8. memberi dukungan pada kekuasaan; 

Faktor-falctor inl biasanya kita dapat temukan dalam konsideran peraturan 

perundang-undangan, tetapi ada juga yang tidak dimuat dalam konsideran 

peraturan perundang-undangan. Terutama alasan politis dibentuknya 

peraturnn perundang-undangan itu, 

B. Faktor eksternal negara: 

1. Melindungi investor; 

2. mernbuks akses pasar internasional yang lebih luas; 

3. melakuksn hannonisasi Hukum Indonesia, sehlngga te!jadi 

keser2g3.1D.an hukum di semua negara; 

4. memastikan pembayaran hutau luar negeri; 

5. merespon kebutuhan masyarakat international.' 

' Soerjono Soekanto, Faktor-fal:!or yang Mempengaruhi Penegakan Hokum, Penerbit 1\aja 
Grnfindo Pen;ada, Jakarta, 1993, ha!S -6. 

4 Hlkmabanto Juwana, Op.clt haL 41 -58 
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Fenomena di atas dapatlah terjadi pada Peraturan Perundang-undangan 

yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, yaitu Undang­

Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Hal ini patut diduga 

misalnya, anlara pemerintab, pengusaha dan pekerja tidaldah selalu sepaham dan 

sejalan dalarn pelaksanaannya. Adanya perbedaan dalam pernahaman ini dapatlah 

ditemukan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, yaitu ketika terjadi 

pennasalahan yang melibatkan antara pengusaha dan pekerja/ buruh, sering kali 

pemerlntah memberlkan penafsirannya sendiri, bukan penafsir stipulatif 

(penafsiran oleh undang-undang). 

Fenomena lain yang cukup menarik adalah adanya pembagian pekelja 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tldak tertentu. 

Yang tentu saja memiliki kosuknensi hukum yang berbeda, karena sifat dan jenis 

serta kegiatan atas pekerjaan tersebut berbeda. Telah jelas dinyakan dalam 

Undang-undang No 13 Tahun 2003, Pasal 59, ayat (!) habwa perjanjian kurja 

untuk waktu tertentu banya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut 

jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai da1am waktu tertentu. 

yaitu: 

L pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya~ 

2_ pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terla!u lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

3. pekeJjaan yang bersifat musiman; atau 

4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk barn, kegiatan barn, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan 

Juga dalam Ayat (2), semakin dipertegas, bahwa Perjanjian kerja untuk waktu 

tert•.ntu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Narnun dalam 

pelaksanaannya serlng kali hal ini diterobos. Padahal telah jelas, bahwa 

knnsekuensi hukumnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap hal ini, maka dami 

hukum Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berubah menjadi perjanjian kerja 

untuk waktu tidak tertentu (Pasal 59, Ayat 2). 

Fenomena-fenomena tersebut adalah memunculkan status masyarikat 

baru, yaitu kesejahteraan fiktif; karena serapan lapangan kerja tidak 

mengak:ibatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang sebenanrnya. 
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Implikasi ekonomi yang lain adalah, pada kemampuan daya beli masyarakat yang 

staknan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi pun ikut stak. 

Dipihak yang lain, dalam dimensi bukum yang lain, sebagai Subyek 

Hukum, Pengusaha sebagai aviliasi atau pengejahwantahan dari Perusahaan 

dalam hal ini adalah Perseroan Teahatas yang kerana tugasnnya berdasarkan 

undang-undang adalah diwakili oleh Direksi sehagai pelaksana dari perusahaan, 

sebagaimana disahutkan dalam Undang-tmdang No 40 Tahun 2007, tentang 

Perseroan terbatas: 

Pasal 92, menyatakan: 

Ayat (l) "Direkei menjalanken pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan dan sesuai dengan mekeud dan tujuanPerseroan," 

Ayat (2) "Direksi berwenang menjalanken pengurusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) sesuai dengan kehijak.an yang dipandang tepa~ dalam 

batas yang dbuntukan dalam Undang-Undang ini danlatau anggaran 

dasar."5 

Dipertngas Iagi dalam Pasal 97, Ayat (I) yang menyataken, "Direksi bertanggung 

jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 

(!)''' 

Juga Pas..! 98, Ayat (1), yang menyatakan "Direksi mewakili Perseroan baik di 

dalam maupun dl iuar pengadilan."7 

Dalam pelaksanaannya serungkali direksi disibukan rlengan tugas-tugas lain, 

dengan darih prioritas pada value, sehingga tugas-tugas yang berhubungan dengan 

kepersonaliaan atau popular dengan istilah ke-HRD-an, sering ditugaskan kepada 

kepala personalia, meskipun dalam pengalihan tugas atau wewenangnya tersebut 

tanpa diberikan sura! kuasa. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan. 

s: RllJllUSan berdasarka.n. Undang-undang No, 40 Tahun 2007 Pasal 1 butir 5, dala:m Uruiangw 
undang Dt1t1 Pert't/tlran PemeTintah Republik Indonesia Tentong Perseroan 'fP.rbutas, Qtra. 
Utatna Media, Jakarla, 2007, hal 54. ', • 

6 Ibid, hal 57. 
1 Ibid. Hal 57 
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• 
Berdasarkan uraian di atas, Penulis memilih judul ~Tanggung jawab 

Direksi Perseroan Terbatas dalam Pembuatan dan Pela:ksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu dengan Tenaga Kerja, Berdasar Undang-undang No. 

40 Tabun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 13 

Tabun 2003, tentang Ketenagak<rjaan." 

B. Peromusan Masalah 

Sesual dengao uralan pada latar belalamg penelitiao tersebut, maka penelitian ini 

dltitikberatkan pada beberapa permasalahan sebagal beriknt: 

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang bakekat syarat 

syabnya peijanjian kerja waktu yang dibuat oleh direksi dan pekerja I 

burul>, berdasar Undang-undang No. 13 Tahun 2003? 

2. Sejauh manakah tanggungjawab hukum direksi terhadap peijanjian waktu 

tertentu yang dibuat dengan pekerja I buruh, apabila dikaitkan dengan 

Undaug-undang No. 40 Tahun 2007? 

3. Bagaimana ius constituendum perjanjian kerja waktu tertentu dimasa 

mendatang? 

C~ Tujuan _Penelitian 

Sesual dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum ysng mengatur tentang 

bakekat syarat syahuys perjanjian kerja waktu yang dibuat oleh direksi dan 

pekerja I buruh, berdasar Undang-undang No. 13 Tahun 2003; 

2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum direksi terhadap 

perjanjian waktu tertentu yang dibuat dengan pekerja I buruh, apabila 

dikaltkan dengan Undang-u"-:ll!_ng No. 40 Tahun 2007. 
• ·. 

3. Mengetahui dan menganalisis ius constituendum peijanjian kerja waktu 

tertentu dimasa mendatang? 
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D. Ke.gunaan Penelitian 

Kegunaan penelitia.n ini diharapka.n dapat bennanfaat, baik secara teoritis, 

maupun prak:tis, sehingga membantu membuka wacana bam, bahkan dapat 

memberikan gambaran yang jelas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap masalah perjanjian wak:tu tertentu, apabila ditinjau dari aspek bulrum 

ketenagakerjaan dan aspek hulrum perseroan terbatas. 

E. Landasan Teori dan Kerangka Konsepsi 

Guna mendukung analisis terhadap masalah yang terkait dengan tanggung 

jawab hnlrum terhadap adanya perjanjian wak:tu tertentu dengan segala akibat 

hnlrumnya berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 d!ln Undang-undang 

No. 40 Tahnn 2007, maka Penulis mengkaitkannya dengan teori-teori baik yang 

terkait dangan sistem huku m, perkembangan danperubahan hulrum, teori 

karak:teristik hukum, serta teori-teori dalam hnlrum perburuhan dan hukum 

perusahaan itu sendiri Penggunaan teori sistem hukum karena penulis 

berpendapat bahwa peJjanjian dengan waktu tertentu merupakan clemen substansi 

dalam sistem hokum. Mengenai sistem hukum, Friedman menyatakan bahwa 

sistem hukurn terdiri dari tiga elernen yaitu elemen struktur (structure). Substansi 

(substance), dan budaya ( culture) bulrum. Penelitian ini lebih menekankan pada 

substansi hukum, yaitu peraturan-peraturan yang ada, norma-norma, dan aturen 

tentang perilaku manusia itulah yang disebut dengan suhstansi hokum. 

Penggunaan teori perkembangan dan perubahan hukum karena penulis 

berpendapat bahwa perlindungan terhadap pekerja I buruh dan direksi mengalami 

perubahan dari waktu ke wak:tu. Sebagaimana dikatakan Friedman, bahwa 

substansi huktun selalu mengalami perubahan melalui empat jenis tipe perubahan 

(point of impact). Keempat jenis perubaban tersebut adalah, pertarna perubahan 

yang berasal dari luar sistem hukum, yaitu rnasyarakat, namun dampalrnya hanya 
~, 

berakhir pada perubahan sistem hukum itu sendiri. Kedua, perubahan yang.benlsal 

dari luar, yaitu dari masyarakat dan membawa dampak pada perubahan 

masyarakat. Ketiga, peruhahan dari dalarn sistem hnlrum itu sendiri, namun banya 
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berdampak secara internal hukum. Keempat, perubahan dari dalam hukum dan 

berdarnpak keluar atau ke masyarakat. Perubahan hokum sebagaimana 

digarnbarkan oleh Friedman pada dasamya akan melahirkan karakteristik hukum 

dipandang dari posisi dan hubungannya dengan masyarakat~ yaitu substansi 

hukum yang represi£; otonom, dan respnnsif. 

Se1ain dari pada teori tersebut~ penelitian ini juga menggunakan teori 

hukum perbwuhan dan hukum perosahaan, baik hukum perburuban dan hukum 

perusahaan sebagai bukum Publik, maupun sebagai bukum privat. 

Pengertian mengenai bukum perburuhan sendiri beragarn sesuai dengan 

sudut pandangmasing-masingahli hukum, diantaranya: 

Hubungan ketja mem.nut Soepomo. adalah suatu hubungan antara seorang buruh 

dan majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kmja 

antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian kerja, di satu 

pihak pekerja I burub bersedia bakerja dengan menerima upalh dan pengusaba 

mempekerjakan pakerja I buruh dengan mernberi upah. Jadi berdasarkan uraian 

tersebut blla dicermat~ Hukum Ketenagakerjaan memiliki unsur -unsur: 

1. Serangkaian peraturan baik yang tertulis dan tidak tertulis. 

2. Mengutur tentang kejadian hubungan kelja antara pekerja dan 

pengusaha 

3. Adanya upah sebagai balas jasa. 

Dalam Pasai I angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang 

Ketenagakerjaan, dinyatakan, bahwa hubungan kmja adalah hubnngan antara 

pengusaha dan pakerja I buruh berdasarkan pmjanjian kerja yang mempunyai 

unsur pekerja, upah dan perintah. Sehingga, adalah jelas bahwa hubungan kelja 

itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja. 

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal I 

Angka 14, di jelaskan bahwa, "l'erjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerjalburuh dengan pengusaha atau pemberi keija yang menruat syaraJ-syarat 

kerja, hak, dan kewajiban para pihak." 

Menurut Imam Soepomo, bahwa: 
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"Perjanjian kerja adalah suatu pe!JanJran dimana pihak ke satu {buruh) 

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upab dari pihak kedua yakni 

majikan, dan majikan mengikatkan diri diri untuk mempekerjakan buruh dengan 

membayar upah" 

Sementara itu Pasal 160la, KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut: 

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh) 

mengikatkan dirinya untuk dibawab perintab yang lain, si majikan untuk suatu 

waktu tertentu melaknkan pekerjaan dengan menerima upah." 

Hal yang sangat prinsip dalam perjanjian kerja yaltu adanya keterikatan 

seseorang (pekerjalburuh) kepada orang lain (pengusaba) untuk bekerja di bawah 

perintab dengan menerima upab. Jadi jika seseorang telab mengikatkan diri dalam 

suatu perjanjian kerja, berarti ia seoara pribadi otomatis hams bersedia bekerja di 

bawah perintab orang lain. 

Sementara itu, menu rut Pasal 1 Angka I Kepulusan Menteri T enaga Kerja 

dan Transmigrasi Nornor: Kep. 100/MEN/VI/2004, tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

adalah perjanjian kerja antara pekerja I buruh dengan pengusaha unluk 

mengadakan hubungan ketja pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. 

Adanya perbedaan antara perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu, memberikan konsaknensi perbedaan perlindungan yang 

berbeda. Pekerja dengan PKWT tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana 

yang didapat pekerja dengan PKWTT. Jenis perlindungan tenaga kerja secara 

umum menurut Soepomo dan Asikin dibagi dalam tiga macam, yaitu : 

I. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja 

diluOI kehendaknya 

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bontuk 

jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan bek 

untuk berorganisasi. .. -.. 

3. Perlindungan taknis, yaitu pelindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan kerja 
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Kerangka Konsepsi 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran atau defisini terhadap 

istilah yang dipakai dalam penulisan Tesis in~ maka dengan ini diberikan batasan 

definisi terhadap beberapa istilah yang ada: 

L Ketenagakerjaan adalah adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga keJja pad a 1vaktu sebelum, selama, dan sesudah masa keJja.' 

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeJjaan gona 

mengbasilkan barang danfatau jasa baik untuk mernenuhi kebutuban 

sendiri maupun untuk masyarakat. 9 

3. PekeJjalburuh, adalah setiap orang yang bekeJja dengan rnenerirna upah 

atau imbalan dalam bentuk lain." Dipersamakan oleh Penu!is dengan 

pengertian ini adalah karyawan, pegawai atau pembantu. 

4. Pemberi keJja adalah orang perseorangan, pengosaha, badan hukum, atau 

badan-badan !ainnya yang mempekeJjakan tenaga keJja dengan membayar 

upah atau imba!an dalam bentuk lain. 11 

5. Pengosaha adalah : 

a. orang perseorangan, persekutua.n. atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri~ 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan bukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

' Rnmusan berdasarl<an Undang-undllng No. 13 Tahun 2003 Pasal I butit I, dalam Hirnpunan 
Peraturan Penmdang-und311gan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht, Buku 1, PT 
Ichtiar Baru Van Hoeve, Jak.a.rta, 2006, hal899. 

9 Ibid. Pasa11 butir 2. 

10 Ibid, Pasa1 1 butir 3. 

ll Ibid. Pasall butir 4. 
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c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebag1limana dimaksud dalam huruf a 

dan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 12 

6. Perusahaan adalah; 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, ntitik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau ntilik badan hukum, baik milik 

swasta maupun ntilik negara yang mempekerjakan pekerjalburub 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus 

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 13 

7. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerjalburub dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak 14 

S. Perjanjian Kerja Waklu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah 

pefjanjian kerja aniara pekerjalburuh dengan pengusaba untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waklu tertentu atau untuk pekerja 

tertentu_1s 

9. Perselisihan hubungan industrial adalab perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 

dengan pekerjalburuh atau serikat pekerjalserikat buruh karena adanya 

perselisihan mengenai hak, perse!isiban kepentingan, dan perse!isihan 

pemutusan hubungan kerja serta persetisihan antar serikat pekefjalserikat 

buruh hanya dalam satu perusahaan.16 

"Ibid, Pasall tmtir 5 

13 ibid, Pasal. 1 butir 6 

H Ibid, Pasall butir 14 
', 

15 Keputum~n Menterl Tenaga. KeJja dan Tnmsmigmsi Republik Indonesia' No~r 
:KEP.lOOIMENJVlll004, ten- Ketentnon Pelaksanaan Peljanjian Keija Waktn Tertealu, Pasal 
1 Ayat (!J. 

"Undallg-undang No. 13 Tahun 2003, Op.Cil., Pasall buti.r 22. 
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10. Upah adalail hale pekerjalhuruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerjalburub yang diletapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerjalburuh dan keluarganya atas suatu pekerjasn 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 17 

II. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai 

dengan maksnd dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, btuk di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar,18 

12 . .Bahwa dalam penulisan Tesis ini, Penulis tidak membOdakan secara 

signifikan atas pengertian : Perjanjian , Perilratan, Kesepakatan, maupun 

Kontrak. Sehingga apabila Penulis di dalam Tesis ini, memakai pemilihan 

salah satu !rata diantara yang tersebut, maka penulis pengertian yang 

Penulis maksud adalah sama diantara kata~kata itu. Pemilihan kata 

diantara kata-kata tersebut oleh Penulis adalah, Penulis bermakaud 

menyesuaikan dengan petikan dari naskah a."ili atau sumber aslinya. 

13 . .Babwa yang dimaksnd dengan KUH Perdata dalam Tesis ini adalah Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan Burgerlijk 

Wetboek oleh Subelct~ dan Tjitrosudibio ke dalarn bailasa Indonesia 

(selanjutnya disingkat KOH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, 

Cetakan ke-28. 

" Ibid. Pasall bulir 30. 

"lbi<t Pasall Ayat(5), 
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R Sistematika Penelitian 

Penelitian tentang "Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas dalam pembuatan 

dan pelaksauaan Perjanjian Kerja Waktu Tenentu dengan Tenaga Kerja, berdasar 

Undang-undang No. 40 Tabun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang­

undang No. 13 Tabun 2003, tentang Ketenagakerjaan." ini merupakan penelitian 

yuridis nonnatif. Sebagai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis 

analisis terbadap nonna hulrum, baik hulrum dalam arti pemturan perundang­

undangan, maupun hukum dalam arti yang sudab konkrit yang berupa putusan 

pengadilan. 19 

Sernentara itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pusta!<a tentang substansi perlindungan hukum terhadap direksi maupun 

pekerja I burub, dalam perjanjian kerja waktu tertentu, sesuai ketentuan Undang­

undang No. 13 Tabun 2003 dan Undang-undang No. 40 Tabun 2007, karena 

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum nonnati~ maka upaya 

memperoleh data dalam penelitian in~ malks dilakukan dengan cara melakukan 

pene!itian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang bersifat 

bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, seperti doktrin-doktrin dan 

perundang~undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bahan Hukum Primer 

Undang-Undang No. 13 Tabun 2003, tentang Ketenagakerjaan; 

Sebagai pembanding adalab Undang-undang No. 25 Tabun 1997, 

tentang Ketenagakerjaan; 

Undang-undang No. 40 Tabun 2007, tentang Perseroan Terbatas; 

Sebagai pembanding adalab Undang-undang No.1 Tabun 1995, 

tentang Perseroan Terbatas; 

" Ronal Dworlcin, Legal Research, deadalus, Spring, 1973, bal 250, sebagaimana dikutip dari 
Inoo:mtius Samsul. ''Perlindungan Konsumen Kcmungkinan Pen em pan tanggung Jawab Mutlak", 
Universitas Indonesia, 2004. Jakaria, hal 35 

Universitas Indonesia 

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH UI, 2009



Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Porselisihan 

Hubungan Industrial; 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; 

Putusan dan Yurisprudensi. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Kumpulan Tulisan; 

Jurnal Kajian Perburuhan dan analisis sosial; 

- Makalah-makalah; 

Media Internet dan Media Cetak. 

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang digunakan dalam 

membantu menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekueder, 

rliantaranya: 

- Kamus Bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dilakukan di Perpustakann Universitas Indonesia di Depok, Perpustakaan Fakultas 

Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia di Salemba, Perpustakaan Nasional di 

Salemba Raya. 

Dari basil penelitian dianalisis seeara kuantitatil; artinya data-data 

dianalisis secara mendalam dan komprehensif Penggunaan metode anaJisis secara 

kualitatif didasarkan pertimbangan data yang diperoleh memilikl sifat dasar yang 

berbeda, selringga sulit untuk dikuantitatifkan. 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalarn penelitian 

memudahkan penelitian, disusun sebagai berikut; 

ini yang dibuat untuk 

Bab I berisi, pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secam singkat isi 

keseluruhan dari penelitian 1ni. guna memberikan informasi yang bersifat umum 
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dan menyeluruh. Secara sistematis, pendahuluan terdiri dari latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan 

teori dan kerangka konsepsi, metodologi penelitian. sistematika penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab ll berisi, analisis hukum ketentuan yang mengatur tentang hakekat 

syarat syahnya perjanjia khususnya syarat syahnya perjanjian kerja waktu yang 

dibuat oleh direksi dan pekerja/ bu.-uh, berdasar Undang-undang No. 13 Tahun 

2003. Penguraian terdiri syarat syahnya petjanjian ketja waktu tertentu yang 

meliputi persyaratan, kataguri pekerjaan, jangka waktu, aldbat hukum terbadap 

pelanggaran aturan pefjanjian kO!ja waktu tertentu, para pibak dalam perjanjian 

kerja waktu tertentu. 

Bab ill boris~ analisis hukum terhadap tanggung jawab direksi terhadap 

perjanjian waktu tertentu yang dibuat oleh direksi dan pekerja I buruh, apabila 

dikaitkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, dengau dikembangkan 

pada implikasi dan konsekuonsinya, dari hal tersebut. 

Bab IV berisi, ius constituendum terhadap hukum yang mengatur tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan dikembangkan pada implikasi dan 

konsekuensinya, dari hal tersebut. 

Bab V bnrisi, kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan dan sa:rnn. 

• 
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liAB 2 

KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG HAKEKAT 
SYARAT SYAHNY A PERJANJIAN KERJA W AKTU TERTENTU YANG 

DIBUAT ANTARA DIREKSI DAN PEKERJA/BURUH BERDASAR 
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAIIUN 2003 

A. Syarat Syabnya Perjanjim 

Setiap orang dari Jatar belakang apapun, baik Jatar belakang usia, latar 

belakang sosial ekonomi, pastilah pemah terlibat dalam pernbuatan peljanjian atau 

parikatan dengan pihek lain. Baik itu parikatan yang disengaja, me!alui pertemuan 

dua pihak atau !ebib untuk bersepakat membentuk perjanjian tertentu, maupun 

perikatan yang tidek disengaja, yaitu parikatan yang terjadi karena suatu situas 

dan /atau kondisi tersentu yang mengehendakinya. Parikatan ini biasanya disebut 

sebagai perikatan yang lahir karena undang-undang. Obyek yang diperjanjikan 

pun bermacam-macam, mulai yang sifatnya sederhana. yaitu yang biasa dibuat 

untuk kualitas prestasi yang sederbana, diantaranya untuk kebutuhan sehari-hari~ 

yang biasa dengan sekedar kesepakatan lisan. Hingga peljanjian yang sifatnya 

kompleks, yang melibatkan atau mengatasnarnakan lembaga pemerintahan, baik 

perjanjian bilateral, maupun multilateral atau peijanjJan internasional Iainnya. 

Terlepas dari obyek yang diperjanjikan, maka pe.rjanjian adalah 

merupakan tindekan yang dibuat daiam upaya menyamakan persepsi atau 

kepentingan para pihak dalam peljanjian tersebut. Sehingga kepentingan antara 

dua pihak atau Jebib 

tersebut dapat terlindungi secara maksimal.20 Karena di dalam pembuatan 

perjanjian pibak-pihak pembuat peljanjian dianggap memiliki kedudukan yang 

sama. Narnun demikian pengertian kedudukan yang sama atau biasa dikenal 

®ngan iatilah asas keseimbangan dalam perjanjian ini, tidaklah selalu berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal yang biasa terjadi adalah pihak yang memiliki poslsi 

ZIJ A gus Yudha Hemoko., "lfukum Perjanjian -Asas propor.sionalitas Dalam Kantrak Komersial", 

pencrbitLaksllangM<:Watama, Yogyak:uta. Edisi ~ C.llilmn!re-1, Oktober2008, bal. 2. 
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lebiil tingg~ baik dalam strata sosial, ekonomi, dan lain-lain, akan memiliki nilai 

tawar yang lebih dibandingkan dengan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. 

Oleh karena itu peran serta pemerintah maupun legislatif dalam pembentuk 

peraturan perundang-undaagan diharapkan dapat menyeimbangkan setiap pihak 

yang mengadakan petjanjian dalarn posisi yang sama. Peran itu diamaranya 

ditunjukan dengan dilarangnya adanya pencantuman ldausula baku dalam praktek 

perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen. 

Bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada konsumen dengan cara mernbatasi sakaligns menyeimbangkan posisi 

tawar para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 

Tabun 1999, tentang Perlindaungan Konsumen. Substansi pasal tersebut menatur 

pencantuman klausula baku yang barns diperbatikan oleb prndusen (pelaku usaba) 

agar tidak merugikan kunsumen, bahkan didalarnnya memberi sankai kebatalam 

terhadap kontrak konsumen yang bersangkutan, sebagai berikut: 

I. Pelaku usaha dalam menawarkan barang danlatau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan k.lausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; 

b. rnenyatakan bahwa pelaku usaba berbak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaba berbak menolak penyeraban kembali 

uang yang dibayarkan atas barang danlatau jasa yang dibeli oleh 

konsumen; 

d. rnenyatakan pemberian kuasa dati konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung, maupun tidak !angsung untuk rnelakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian alas bilangnya kegnnaan bararg atau 

pemanfluttan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. memberi bak kepada pelaku usaba untuk mengurangi manfaat jasa lltau 

mengnrangi barta kekayaan konsumen yang menjadi obyak jual be!i 

jasa; 
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g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, ianjutan dan/atau pengubahan ianjutan yang 

dibuat sepihak oieh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku · usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli olcb konsumen secara angsuran. 

Z. Pelaku usaha diiarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentukuya sulit terlihat atau tidak dapat dihaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. 

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pad a 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. 

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

denga.n Undang-undang ini 11 

Apabila disimak, dalam Pasal 18 kurang memiliki daya paksa, hanya 

sekedar pembataJan perjanjian saja. oleb karena itu adalah tepat, adanya 

pencantuman pasal 62 Ayat (I) yang memiliki makua "imperatif' yang memaksa 

salah satu pihak (pelaku usaha) untuk tunduk dengan tujuan akan dicapai 

keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini dapat disimak dari substansi 

Pasal62 Ayat (1), yang menyatakan: 

" Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebogalmana dimak:sud dalam 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (l) 

hurufa, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)."" 

21 Pasall8 Undang-undang NomrJr 8 Tahun 1999, tentarJg PcrUndungan Konsumcn. 

"lbW. PI!Sill62 Ayat (!). 
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O!eh karena itu klausul bakulstandar yang dimuat di dalam suatu 

perjanjian adalab dianggap sebagai gambaran yang tidak seimbang, yang 

dianggap terlarang menurut ketentuan hukum modem." 

Adanya beberapa jenis perjanjian yang dilarang, inipun sebagai bentuk 

adanya peran serta pemerintah dan pembentuk undang-undang. Dalarn praktek 

bisnis, ada beberapa jenis perjanjian yang dilarang yang dapat menyebabkan 

praktek monopoli, diantaranya: 

!. Oligopoli. 24 

2. Penetapan harga.25 

3. Pembagian wilayah." 

4. Pemboik:otan.27 

5. Kartel28 

6. Trust?9 

7. Oligopsoni. '" 

8. Intergrasi Vertikal31 

9. Peljanjian Tertutup." 

10. Perjanjian dengan pihak.1uar negeri33 

23 Agus Yudha Hernoko, Op. at. hal 3··•t 

14 Pasal 4, Undang.undang Nomor 5 Tahun 1999. tentang larnngan Praktek Monopoll dan 
Persaing.an Usaha Tidak Sebat.. 

:z:; Ibid. Pasal 5, 

25 Ibid. Pasa19. 

21 Ibid. Pasal 10. 

2E Ibid. Pasalll. 

:zs Ibid. Pasall2. 

lO IbJ.d. Pasal 13. 

31 1bid.. Pasa114. 

zzlbid. Pasa11.5. 

33 Ibid. Pasal16. 
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' 

Peran serta pemerintah ini diantaranya didukung oleh falctor sejarah dan 

perkembangan peradahan dibidang ekonomi dan bisnis. Perlindungan Hukurn 

oleh negara, pada awalnya adalah lahir pada Abad ke-20, yang merupakan mlll!a 

arus balik dari puncak kejayaan asas kebebasan berkontcak yang dicapai pada 

Abad ke-19, karena asas kebebasan berkuntrak dan asas pacta sun/ servanda, 

dalam kenyataannya pada abad ke 19, dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini 

dikarenakan, kubebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak 

dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang. Tetapi 

dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. 

Akibatnya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung 

menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah34 

Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidaknya dipengaruhl oleh dua hal, 

yakui: 

L makin berkembangnya ajaran iktikad baik, dimana iktikad baik tidak 

hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat 

dibuatnya kontrak; 

2. makin berkembangnya RJaran penyalabgunaan keadaan (misbr11ik van 

amstamigheden). ;s 

Agar perlindungan pada asas keseimbangan irri dapat diberikan secara 

maks:imal baik: secara Judicial, maupun ektrajudicial, maka negara (melalui 

lembaga legislatifnya), menganggap perlu untuk melindungi pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian, dari salah salu pihak yang beriktikad tidak baik Pada 

Abad ke-20, pembatasan terhadap pangertian kebebasan berkontrak tersebut mulai 

ada melalui pihak pengadilan, dari pembuatan peraturan pernndang-undangan 

(legislature) terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkan dan 

34 Ridwan Khairandy,lktikad Baik Dalam Kebellasan Berlrontrak. Perpus!akaan Nasional (Kill'). 
C.tl, Jakarta, 2003, hall-2. 

)5 Ibid., hall- 3. 
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diberlakukannya perjanjian adhesi atau perJanJian baku yang timbul dari 

kebutuhan bisnis." 

Pengaruh perkembangan ajaran iktikad baik dan perkembangan ajaran 

penyalahgunaan kearlaan ini dalam bidang lretenagakerjaan juga dapat dilihat pada 

beberapa tuntutan akun peningkatan kesejahteraan atau kelayakan hidup minimum 

bagi pekerja. Pernbatasan yang datangnya dari pernbuat pemadang-undangan ini 

dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak 

pemerintah untuk menentuken syarat-syarat dan ke!entuan-ketentuan polis 

asuransi, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut 

upah minimum, maksimum jam kerja, kondisi kerja, program-program asuransi 

sosial bagi para pekerja yang diharuskan sehubungan dengan perjanjian kerja 

antara perusahaan dan pegawai atan buruhnya. 31 

Beberapa hal yang sangat penting dan mendasar, sehingga perlu disadari 

oleh setiap pihak dalau Triparti~ baik itu pemerintah, pakelja, maupuu pengusaha 

Bahwa kedua ajaran tersebut tidak munglcin diawasi atau dikontroJ secara terns 

menenus oleh pemerintah. Oieh karena itu masing-masing pihak harus mulai 

menyadari pentingnya membangun kesadaran dan pengetahuan akan hak dan 

kewajiban masing-rnasing pibak Terhadap substansi pembangunan kesadaran ini> 

maka Penulis akan lebih mendalarn membahasnnya pada Bab IV Tesis ini. 

Penting pula diketahui oleh Para Pihak yang akan melakukan perjanjian. 

Dalam hal ini adalah perjanjian kerja, khususnya perjanjian kelja waktu tertentu 

(selanjutn;ya dalam Tesis ini disingkat menjadi PKWT), Para Pihak dalam 

pembuatan PKWT, agnr memperhatikan beberapa prinsip pembuatan perjanjian 

sebagai dasar bagi para pihak yang mengikatkan diri da!arn sebuah peljanjian, 

adalab: 

1. Prinsip atau asas keadilan. Baik kearlilan dalam pengertian distributif, 

maupun keadilan dalarn pangertian kontributif. Artinya bahwa para 

" Suoan Rerny Syahdenl, "Kebebasan Berlconlrnk dan Pe.rlindungan Yang Seimbang Bagi Pam 

Pihak Dalam l'elj"!ilan Kredi! Bank Di ludonesia", lnstitut J3ankir Indonesia. Macanan Jaya 
Cemerlaog; Jakarta. 1993, bal5& 

31 ibid, bal. 59 
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pihak yang mengikatkan diri dalam prnjanjian harnslah memiliki 

kedudukan yang seimbang dan didudukkan sesuai dengan porsi dan 

proporsi yang dimiliki oleb masing-masing pibak. Pengertian 

seimbang adalah tidak ada berat sebelab, tidak ada paksaan maupun 

keterpaksaan dari dan oleh pihak yang satu ke pihak yang lain. 

Hal yang sering dijumpai dilapangan adalah, banyaknya draft kontrak, 

terutama kontrak dibawah Iangan, yang dibuat oleh salah satu pibak 

Jika salah satu pihak telah membuat draft kontrak sebelum dia bertemu 

dengan pihak lain, tetapi draft tersebut masih bisa dinegosiasikan 

kembali, hal tersebut semata-mata untuk kelancaran negosiasi, maka 

hal ini dapat dibenarkan. Berbeda halnya jika salah satu pibak Ielah 

menyeiapkan draft kontrak, letapi pihak Jain yang setelab membacanya 

tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk mengganti atau tidak 

menyetujui sebagian atau seluruh isi dari draft kontrak tersebut, 

kontrak tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak baku, tetapi memiiiki 

perwrunan dalam nilai-nilai kebebasan berkontrnk.3g 

Pembeutukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan 

kewajiban para pibak secara proporsional akan mengbasilkan kontrak 

yang adil (fair). Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan 

kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang 

disepakati para pihak" 

2. Prinsip atau asas kebehasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak 

adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. 

Asa.s kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan seluas-luasnya 

bagi setiap orang untuk membuat prnjanjian, asal peijanjian itu tidak 

bertenlangan dengan peraturan peruedang-undangn yang berlaku, 

38 Frans Satriyo Wicaksono. Panduan Lengl<ap Membuat Surat--smat Kontmk. Visi.modia, ~l 
Pertama, Jalw1a, 2008, HaL 3L 
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kepaturan dan ketertiban umum. 40 Asas kebabasan berkontrak ini 

dlatur dalam KUH Perdata Pasal !338, yang menyatakan: 

Ayat (1): "Semua peljanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai 

undang-undang bagi merek:a yang membuatnya." 

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum peljanjian di 

Jndonesia, meliputi hal-hal berkit: 

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 

b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin memhuat 

perjanjian. 

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari 

perjanjian yang akan dibual 

d. Kehehasan untuk menen!ukan obyek perjanjian 

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan 

perundang-undangan yang bersifat opsionaL 

Apabila asas kebebasan berkonttuk ini dilanggar oleh para pihak atau 

salah satu pibak dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat 

dibatalkan.41 Hal ini dikarenakan perjanjian itu dianggap tidak pemah 

terjad~ karena hanya dibuat atas kehendak sa!ah satu pihak saja. 

3. Prinsip atau asas lkhtikad Baik Prinsip atau asas ini mendasarkan diri 

pada ketentuan Pasal1338 Ayat (3), yang menyatakan: 

"Suatu pe~anjian harus dilaksanak:an dengan itik:ad baik." 

Penyesalan sebagai ak:ibat telah ditandatanganinya perjanjian tidak 

jarang harus dibayar mahal oleh pihak yang tidak cermat dalam 

membuat peljanjian. Perhatian khusus terbadap pibak lain, hingga 

kepada substansi pmjanjian adalah merupakan kebarusan sebelum 

pe~OJ1iian disapakati. Tanda tangan pe!janjian, hanyalah merupakan 
' 

formalisasi kesepak:atan, oleh karenanya kerugian yang diakibatkan 

4() Arrest hoage raad, tanggal31 Januari 1919. 

41 Subekti dan Tjilrosudibio, !Grab Undang~undang Hukum Perdata, Pradnya Pammita, Jakarta. 
1996, Cet 28, Pasa11327 Jo. 1321, 1323, 1324 dan 1325. 
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karena keterlambatan tanda tangan perjanjian tidak akan sebanding 

dengan kerugian yang barus dibayar untnk membandkan perjanjian 

karena wanprestasi Proses yang memakan waktu biaya, dan menyita 

fikiran adalah kerugian yang nyata. Untuk dan oleb karena itu, ada!ah 

hal yang halal, bahkan sangat disarankan untnk pihak-pihak yang akan 

mengadakan perjanjian, agar saling mendalami pihak lawannya. 

Hukum biasanya mengukur iktikad baik pihak-pibak dalam pexjanjian 

adalah dengan melihat dati kemampuan pihak-pihak dalam memenuhi 

atau melaksanakan lsi peijanjian. 

Ada dna macrun asas iktikad haik, yaitu: 

a. aBas iktikad haik yang subyekt~ adalah bahwa orang itu dalam 

membuat perjanjian barus ada kejujuran atau sikap batin yang 

jujur.42 

b. asas iktikad baik yang obyektif. 

Menurut Wirjono Prodjodikorohal kejujuran adalah hal kepatuhan 

(billikheid, rede/ijkheid)." 

Pasal !338 Ayat (3) KUH Perdata secara umum menentukan, bahwa 

segala persetujuan hams dilak:ukan secara jujur, sedangkan menurut 

Pasal 1339 KUH Perdata, kerlua belah pihak tidak ahanya terikat oleh 

apa yang secara tegas (uitdrukkelijli) disebutkan dalam suatu 

persetujuan melainkan juga oleh yang diharuskan menurut sifat 

persetujuan kepatuhan adat kebiasaan dan undang-undang. Lebih jelas 

lagi dikatakan dalam pasal 1347 KUH Perdata, bahwa apabila pada 

sebuah persertujuan ada tersangkut janji-janji yang memang lazim 

dipakai dalam masyarakat (bertendig gebroikelijk, yaitu menurut adat 

kebiasaan), mak janji-janji itu dianggap termuat dalam isi persetujuan, 

42 Ahdiana Yuni Lestari dau:~..ndang Heriyani. D&dr.-dasar Pembuatan Konttak Dan Aqad, 
MoroMedia, Cet Pertama, Yegyalrarta, 2009. bal. 12. ' 

" Witjone Prodjodlkoro, Azas·ll2lll> Hulrum Pecjanjian. Mandar Maju, Cet Vlil. llandung, 2000, 
llllll06. 
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meskipun kedua be!ah pihak dalam membuat persetujuan sama sekali 

tidak menyebutkannya.44 

4, Prinsip atau asas Konsensualtsme. Asas ini adalah merupakan asas 

kunci adanya peija!1lian, sebah tanpa konsensus atau kesepakatan, 

maka perjanjian tidak akan pernah terjadi. Asas ini sering disalah 

artikan bahwa dibutubkan kesepakatan untuk lahimya kesepakatan. 

Pengertian ini tidak tepat, karena maksud asas konsensualisme ini 

adalah bahwa lahimya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. 

Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, 

lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum di!aksanakan pada saat 

itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan o!ah para 

pihak me!ahirkan hak dan keWajiban bagi mereka atau biasa juga 

disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni 

melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 

kontrak tersebut. 45 

5. Prinsip kepastian hukum. Bahwa bagi para pihak yang membuat 

perjanjian, rnaka peljanjian baik secara fonnal maupun materiel, 

haruslah dimaksudkan untuk dapat dijadikan dasar hukum bagi para 

pihak dalam setiap sendi pelaksanaan perjanjian. Bahkan sebuah 

perjanjian haruslah pula dapat menjamin kepastian hukum, bukan saja 

bagi para pihak yang mengadakan pe!janjian, tatpi juga pula bagi 

pihak ketiga yang mendapatkan dari para pihak yang mengadakan 

peijanjian atau pihak ketika yang rerkait dengan pelaksanaan 

perjanjian. Oleh karena itu sebuah peijanjian haruslah dibuat seeata 

sempurna dan peripuma. Tanpa boleh ada yang terlewatkan, apalagi 

sengaja dilewatkan oleh Para Pihak. Artinya, bahwa perjanjian adalah 

dibuat untuk menjamin adanya pelaksanaan perjanjian tersebut secara 

maksimal dan bertanggung jawab bagi pihak-pihak. Secara maksimal, 

'~4 Ibid, haL 102 

" Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Penmcangan Kontmk, Rajagmfimlo Persada, CeL 2, Jakarta, 

2008, haL 3. 
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maksudnya, bahwa pelaksanaan perjanjian harus secara maksimal 

dipenuhi oleh pihak yang diberikan kewajib>IIL Ketidakmasimalan dari 

pelaksanaan perjanjian baruslah diupayakan seminimal mungkin. 

Kalaupun terjadi harus disebabakan oleh lreadaan memaksa (force 

majeure). Demikian pula dengan pengertian "bertanggung jawab", 

bahwa pihak yang diberikan kewajiban tersebut, harus memenuhi 

tanggungjawabnya tersebut secara maksima!, hlngga 

tanggungjawahnya tersebut selesai. Apabila tidak, maka pibak yang 

merasa dirugikan haknya, maka dapat secara penub untuk meminta 

pemenuhan hak itu. Prinsip kepastian hukum di.antaranya adalah 

berdasarkan Pasall338 Ayat (2), KUHPerdata, yang menyatakan: 

"Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali se!ain dengan 

kesepakman kedua belah pihak, atau kareua alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cuk:up untuk itu." 

6. Prinsip kemanfuatan hukum. Bahwa setiap perjanjian ada!ah dibuat 

dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

pembuatnya, bahkan kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari 

padanya. Ukuran atau parameter dari "manfilat yang sebesar-besarnyau 

adalah bahwa perjanjian itu harus dapat dipenuhi semuanya. Bagi yang 

merniliki kewajiban, mak:a hams dapat memenuhi kewajibannya 

kepada yang berhak sepenubaya. Begitu sebaliknya, bagi yang merasa 

memiliki hak, maka berbak menuntut baknya tersebut sepenuhnya. 

Manfaat hulrum dari adanya perjanjian ini, tidaklah banya bagi para 

pibak saja, akan tetapi haruslah pula dapat dirasakan bagi pihak lain 

atau setidaknya adalah tidak akan merugikan pihak di !uar para pihak. 

Prinsip atau asas-asas inl ~harus selalu ada daJam setiap petjanjian, Dalam 

dunia bisnis, dimana aktifitasnya tidak hanya berja!an sakali selesai, akan tetapi 

diharapkan sela!u berkelanjutan, maka peljanjian mernpakan perangkat yang 

mutlak barus ada. Untuk dan oleb karena itu kesempumakan sebuah perjanjian 

ada!ah mutlak pula adanya. Bisa dibayangkan, apabila setiap pihak yang a!Can 

membuat sebuah perjanjian menentukan sendiri-sendiri standar tentang syarat 

syahnya, Beruntung pembentuk undang-undang, telah menetapkan standard 
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hukuro yang je!as dan universal terhadap syarat syahnya perjanjian dalaro sebuah 

peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat dalam KUH Perdata, Pasal 

yang mengatur tentang syarat syahnya perjanjian ada!ah Pasal 1320, menyatakan 

bahwa: 

"Untuk syahnya suatu peganjian diperlukan ernpat syarat: 

L sepakat roereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang hala!."46 

Penulis menganggap begitu pentingnya topik pembahasan tentang syarnt 

syahnya perjanjian ini, sahingga pembahasan lebih menda!aro khusus tentang 

syarat syahnya perjanjian akan dibahas sekaligns dalaro pembahasan tentang 

Syarat Syahnya Peljanjian Kelja Waktu Tertentu, yaitu dalarn Sub Bab Bagian B 

Tesis ini, sebagaimana dibahas dibawah ini. 

B. Syarat Syah Perjanjian Kerja Waktu Terteutu 

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa perjanjian sebagai salah satu 

tindak::an keperdlit~ maka pengaturan tentang syarat syahnya perjanjian secara 

umum adalah tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

sebagai undang-undang perdata umum. Akan tetapi apabila ketentuan tersebut 

teiah diatur secara tersendiri daiam undang-undang perdata kbusus, maka sejaub 

terhadap ketentuan yang telah diatur tersebut adalah mengesampingkan ketentuan­

ketentuan yang telah diatur sebelumnya oleb Undang-undang Perdata Umum 

(KUH Perdata). 

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini, tentang Undang-undang No. 13 

Talmo 2003, tentang Ketenagakerjaan. Adanya perjanjian kelja adalah disyaratkan 

oleh Undang-undang Ketenagakerjaan ini, yang menyatakan: 

"Efubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha 

dan pekerja/buruh. "47 

46Subcl..1i, dan Tjitrosud.Jbio, Op at. Pasal1320. 
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Berdasar pasal ini, sangatlah jelas, bahwa hubungan kerja antara pekerja 

dengan pengusaha, hanya dapat terjadi sebagai akibat adanya perjanjian kerja 

Tanpa adanya peljanjian kerja, maka hubungan kerja dianggap tidak pernah 

tedadi. Tentang keharusan perjanjian kerja barus dibuat secara tertulis adalah 

tidak disyaratkan hagi semua perjanjian kerja, 48 hanya hubungan kerja yang 

terjadi bagi: 

I. perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 

2. hubungan kerja antar kerja antar daerah; 

3. hubungan kerja antar kerja antar negara; dan, 

4. perjanjian kerja !aut, 

yang dipersyaratkan ada perjanjian kerja'' Hal ini karena Pembentuk undang­

undang mempertimbangkan knndisi masyarakat yang beragam. ' 0 Pembentnk 

undang-undang tidak menjelaskan tentang maksud istilah "kondisi masyarakat 

yang beragam". sehingga, "'dimungkinkan petjanjian kerja secara lisan". menurut 

hemal Penulis dahnn menterjemahkan maksud pembentuk undang-undang ini, 

adalah karena tingkat intelektual pengusaha dan pekerja sangatlah beragam. Tidak 

semua, pengusaha, maupun pekerja yang memahami seluk beluk perjanjian. 

Masih banyaknya pengusaha dan pekerja di pedesaan yang tidak memaha.-ni 

perjanjian, bahkan masih ada tidak bisa baca maupun tulis. Sebingga administrasi 

usaha pun dilaksanakan dengan manajemen keluarga (sangat sederhana). 

Sehingga pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan agar setiap perjanjian 

kerja ini harus dibuat secara tertulis. Sebenarnya syarat tertulis ini adalah tidak 

lain adalah untnk pembuktian. Namun terhadap perjanjian kerja yang 

dipersyaratkan barns tertulis tersehut, harus dibuat dalam Indonesia dan huruf 

47 Undang-undang Rcpublik IndoJlCSJa No. 13 Tahu.n 2003, tentang Ketenagakerjaan, Dinas 
Tenaga K"(ja Kab. Bel:asi, Bidang Hubungan Industrial dan Syamt K"(ja, Bckasi, 2008, Pasal 50. 

"Ibid.. Pasal51 Ayat (1) 

"Ibid, Penjelasan Pasal51 Ayat (2) 

511 Ibid, Penjelasan Pasll 5 L 

• 
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latin, maka akibat hukumnya adalah akan berlaihnya status hukum PKWT 

tersebut akan berganti menjadi PKWTT. 51 

Diantara Perjanjian kerja yang dipersyaratkan dalam bentuk tertulis adalah 

PKWT. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, PKWT diatur dahun: 

I. Pasal56, Ayat (2), yang menyatakan, bahwa: 

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(I) didasarkan atas: 

a. jangka waktu; atau 

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu." 

2. Pasal 57, Ayat (!), yang menyatakan: "PeJjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dibuat secan1 tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia 

dan huruf latin." 

3. Pasa157 Ayat (2), yang menyatakan: 

" Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis 

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 

dinyatakan sebagai petjanjian korja untuk waktu tidak tertentu." 

Beberapa bentuk dan sifat pekerjaan yang dapat dibuat dalam perjanjian 

kerja waktu tertentullrontrak menurut Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang 

Ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut: 

I. pe;janjian yang dibuat sekali selesai yang didasarkan atas selesainya 

pekerjaan tertentu atau bersifat sementara dimana harus dicantumkan 

batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Apabila kondisi peketjaan 

tersebut belum selesai, maka dapat dilalrukan pembaharuan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa tenggang 30 hari setelah 

berakhirnya perpanjangan. 

2. Pekerjaan yang bersifat musiman merupakan pekerjaan yang 

pelaksanaannya tergantuog dari muoim atau cuaca dan ini banya dapat 

" Ibid, Pasal 57 Ayat (!)dan Ayat (2). 
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dilakukan pada satu jenis pekerjaan pada musim tertentu, termasuk 

pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. 

3. pekerjaan yang berhubungan dengan produk barn, kegiatan baru, atau 

produktambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

4. pekeljaan harlan lepas merupekan pekerjaan tertentu yang berubah­

ubah dalam waktu dan volume pekeljaan yang upahoya didasarkan 

pada kehadiran dan waktu kerjanya kurang dari 21 hari dalam satu 

bulan. 

Selain dari pada itu, meka termasuk pekeljaan dengan hubungan kelja 

PKWTT. PKWT ini berlangsung terns hingga masa peljanjian ini selesai 

pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan yang disetujui 

bersama atan selesainya pekerjaan dalam waktu paling lama dua tahun dan 

diperpanjang selama satu tahun dengan suatu ketentuan bahwa untuk 

perpanjangan terhadap perjanjian yangtelah selesai, maka tujuh hari 

sebelumnya harus ada pemberitahuan pada pekelja!buruh secara tertulis. 52 

Apabila dalam Kill! Perdata, syarat syahnya peljanjian diatur dalam Pasal 

1320, meka dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. 

syarat syahoya peljanjian diatur dalam Pasal 52. Syarat syahoya perjanjian 

sehagairnana diatur dalarn Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, 

tentang Kotenagakerjaan tersebut, menyatakan bahwa: 

"Perjanjian kelja dibuat alas dasar : 

a. kesepakatan kedua belah pihek; 

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. adanya pekeljaan yang diperjanjikan; dan, 

rl. pekerjaan yang dipeljanjikan tidek berteruangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan pemturan 'perundang undangan yang berlaku. 

" Soo:la!jadi, Hl!k dmi Kewajiban Peke\)a-Pellg1lSilbo, Pus!aka Yustisia, Cet Pcrtama, Bandung, 
2009, hal. 23. 
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C. Kesepakatan Kedua Jlelah Pihak 

Kesepakatan atau konsensus. adalah merupakan perasaan rela atau ikhlas 

diantara para pihak pemhuat perjanjian mengenai segala hal yang dituangkan 

dalam isi pe(janjian. Kesepakatan biasanya didalrului dengan penawaran dan 

penerimaan. Kesepakatan dianggap tidak terjadi apabila kesepakatan itn diberikan 

karena kekhilafan, a tau diperoleh karena paksaan a tau penipuan." 

Kekhilafan 

Ketentnan tentang kekhilafan ini diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata, yang 

menyatakan: 

"kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatn perjanjian selain apabila 

kekhila.fun itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok 

petjanjian.'~ 

"Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya 

terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud rnembuat 

suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat teruta.ma karena 

men gin gat dirinya orang tersebut. "54 

Ada dua unsur pokok dalam Pasall322 KUH Perdata ini, yaitu: 

1. bahwa kekhilafan itu tidak dapat dijadikan alasan atau dasar untnk 

batalnya perjanjian. 

2. kekhilafan yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian · adalah 

kekhilafan yang disebabkan oleh: 

a. bakekat kebendaan yang menjadi obyek pe(janjian tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebernunya; 

b. dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu 

perjanjian telah dibuat peljanjian untuk itu. 

Hal pertama (I) adalab prinsip umum yang harus dipegang, diikuti dan 

ditaati. Hal kedua (2) merupakan pengecualian atau penyimpangan, yang 

53 Subekti dan Tjitrosud!Oio, Op. Cit, Pasall32l 

54 Ibid, Pasal1322. 
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dibatasi alasannya, Dari kedua alasan pengecualian yang disebutkan di alas, 

alasan kedua lebih mudah dimengerti dari alasan pertarna," Dalarn 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, ketentuan ini sangat penting untuk 

difabarn~ karena sering terjadi adanya kekeliruan-kekeliruan oleh 

Departemen HRD suatu perusahaan dengan alasan telah te!jadi kelalaian 

atau kekhilafan, Terhadap hal yang kedua terutamanya, disana dicantumkan 

dua ldausula yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian, yaitu : 

a, Hakekat kebendaan yang menjadi obyek perjanjian tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenamya, 

Dalam hal ini Penulis menterjemahkannya dalam PKWT adalah 

dipcrsamakan dengan tugas katyawan," Tugas katyawan ini 

seharusnya oleb Departemen HRD dimuat dalam PKWT, karena 

yang membuat PKWT dalarn perusahaan adalah Departemen HRD, 

Namun tidak jarang, Departernen HRD memindahtugaskan dan 

memindahtempatkan karyawan ke posisi yang berbeda dari PKWT 

yang telah dibuat, dengan tanpa mengganti tugas karyawan 

sebagaimana yang tercantum pada PKWT, Padahal berdasar Pasal 

55 Undang-undang Ketenagakerjaar., menyatakan: "Perjanjian 

kerja tidak depat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali alas 

persetujuan para pihak." 

Serta apahila berdasar Pasall322 Ayat (I) KUH Perdata tersebut di 

atas, maka dapat menyebabkan batalnya peljanjian. 

Namun akibat hukum dari PKWT yang batal karena sebab 

kekhilafan ini, oleh Undang-Undang Ketenagakeljaan tidak 

dije1askan secara mendalam. Namun menurut hemat Penulis, 

seharusnya memindahkan karyawan ke tempat yang berbeda 

55 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Pcrikatan Yang Lahir dari Petjanjian. RajaGrafindo 
Persada, Cel Pcrtalnll, Jakarta, 2002, hal, 105, 

56 Undang~undang.Republik Indonesia No. 13 Tabun 2003, Op. ~it, Pa.lial54 Ayat (1) Hurufc"dan 
d 
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dengan tempat yang dipeJjanjikan, tanpa surat perjanjian, maka 

status karyawan dapat berubah dari PKWT menjadi karyawan 

Tetap (Pe~anjian Kelja Waktu Tidak Tertentul PKWTT). 

b. Dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu 

peljanjian telah dibuat peljanjian untuk itu. 

Dalam hal ini Penulis dapat memberikan ilustrasi sebagai berilrut. 

Bahwa dasar penambahan karyawan di dalam perusabaan beberapa 

sebab: 

L berdasarkan kebutuban pengembangan perusahaan. Hal ini 

biasanya diketahui dari pemetaan karyawan dibandingkan 

dengan pengembangan perusahaan. Sumbar caJon 

karyawan, bisa bersumber dari internal perusahaan. 

Bentuknya bisa barupa promosi karyawan. Namun apabila 

dari internal lidak ada, maka caJon karyawan diambil dari 

sumber ekstemaL Kualifikasi yang dibutuhkan bisa yang 

kualifikasi khusus atau umum (penambahan karyawan saja), 

tergantung pengembangan pernsahaan itu daiam bidang 

yang sama/telah ada sebelumnya, atau dalam bidang yang 

lain, 

2. Berdasar kebutuban replacement. Hal ini biasanya disebabkan 

oleh kebutuban pengisian posisi yang lowong, karena: 

,, 

a. karyawan sebelumnya keluar. 

b. karyawan sebeiumnya promosi (naik jabatan) atau 

demosi (turunjabatan). 

Kedua bal ini menentukan, knaliflkasi caJon karyawan yang 

harus dicari oleh Departemen HRD. Setelah knalifikasi 

ditentukan, maka Departemen HRD mencari ke sumber­

sumber yang ada. Babwa berdasar kualifikasi inilah, caJon 

karyawan diselaksi hingga diterima di perusabaan tersebut, 

yang dalam implementasinya karyawan tersebut telah 

membuatPKWT dengan perusahaan. 
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Sebingga menurut Penufis, unsur Pasal 1322 Ayat (2), khususnya tentang 

klausula yang menyatakan, " ... jika pOijanjian itu telab dibuat terutama karena 

mengingat dirinya orang tersebut." Jelas kualifikasi karyawan yang d~entukan 

oleb Departemen HRD, merupakan kualifikasi tentang diri karyawan tersebut, 

apabila tidal< sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, maka sudah pasti tidal< 

akan diterima sebagai karyawan. 

Memang tidal< mudah untuk mangetahui kemampuan seseorang hanya 

dengan cara meng-interview dalam beberapa jam atau bari saja. Sebingga apabila 

dalam pelaksanaan PKWT ternyata karyawan tersebut tidal< sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan perusabaan, maka dalil kekhilafan dapat dijadikan 

dasar pernbatalan PKWT. 

Paksaan 

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Pasal 32 Ayat (!), yang menyatakan 

sebagai berikut:"Penempatan tenaga kerja diiak:sanakan berdasarkan asas terb~ 

bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi." 

Sementara dalam Penjelasannya dinyatakan, bahwa : 

"Yang dimaksud dengan terbuka adalab pemberian informa.'i kepada 

pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan 

jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerjafburuh serta untuk 

mengbindari terjadinya perselisihan setelab tenaga kerja ditempatkan". 

"Yang dimaksud dengan be bas adalah pencari kerja bebas memilih jenis 

pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sebingga tidak 

dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan 

pemberi kerja tidal< dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang 

ditawarkan." 

"Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan . 
pekerjaan yeng cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemam~uannya 

dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperbatikan 
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kepentingan umurn dengan tidak rnemihak kepada kepentingan pihak 

tertentu." 

''Yang dirnaksud dengan adil dan setara adalah penernpatan tenaga kerja 

dilakukan berdasarkan kem3lllpuan tenaga kerja dan tidak didasadkan alas 

ras, jenis kelamin, wama k:ulit, agama, dan aiiran politilc" 

Berdasar pasal in~ maka paksaan tidak sama sekali dibenarkan, sebab asas 
kebebasan dijamin oleh undang-undang. 

Khuses tentang pengertian "paksaan" KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 

1323 sampai denganPasall327, yang rnenyatakan, sebagai berikut: 

a. Pasal 1323, menyatakan: 

"Paksaan yang diakakan terbadap orang yang membuat suatu 

petjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila 

paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan 

siapa perjanjian tersebut tidak telab dibuat." 

Paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal lni, tidak hanya paksaan itu 

dilakukan o!eh salah satu pihak dalam petjanjian. Akan tetapi dapat 

juga paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Paksanaan sebagaimana 

dJnyatakan dalam pasal ini sering terjadi diperusahaan-perusahaan 

yang bertempat di kawasan-kawasan industti. Pelakunya adalah 

kebanyakan dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku pemuda 

kampung di sekitar lingkungan parusahaan (iatilah ini orang ini 

populer dengan istilab "calo" atau "makelaf'. Tindakan pemaksaan 

sering diiakukan dengan cara menitipkan orang agar diterima bekerja 

di perusahaan tersebut, apabila tidak diterima, maka intimidasi 

dilakukan baik kepada Departemen HRD maupun kepada karyawan 

yang kos atau kontrak disekitar lingkungan perusahaan. 

b. Pasall324, menyatakan: 

"Paksaan telab terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga . 
dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan 'apabila 

perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut babwa 
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dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang 

dan nyata." 

"Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usta, 

kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan." 

Dalam pasal ini diatur tentang akibat paksaan itu, sehingga paksaan 

itu dapal menyebabkan batalnya perjanjia. Ketentuan ini sama 

dengan kotentuan yang r!imuat dalamPasal1326 KUHPerdata. 

c. Pasal 1325, menyatakan 

"Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila 

dilakukan terhadap salab satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi 

juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau 

sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawab." 

d. Pasal 1326, menyatakan: 

''Ket.akutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu atau sanak 

keluarga Jain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak 

cukup untuk membatalkan perjanjian." 

e. Pasal1327) ·menyatakan: 

"Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tak Jagi dapat 

dituntutnya, apabila setelab paksaan berhenti perjanjian ltu 

dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secrira 

diam-diara, atau apabila seseorang melampaukan waktu yang 

ditetapkan oleb undang-undang untuk dipulibkan selurubnya." 

Batalnya hak menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan paksaan, ini gugur 

apabila: 

a sete!ah paksaan tidak lagi terjadi, perjanjian itu dikuatkan atau 

dibenarkan oleh pihak yang dipaksa. Pembenarao ini dapat dilakukan 

dengan tegas, rnaupun secara diam-diam; atau 

b. pihak yang paksa melampauaksn waktu untuk pembatalan perjanjian 

dimaksud. • 
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Penipuan 

Pembatalan petjanjian karena "penipuan" diatur dalarn 1328, KlJH Perdata, yang 

menyatakan: 

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan petjanjian, apabila 

tipu muslihat yang dipakai oleh salab satu pihak, adalab sedernikian 

rupa, sehingga terang dan nyata babwa pibak yang Jain tidak telab 

membuat perikatan itu jika tidak dilakaanakan tipu muslibat tersebut." 

"Penipuan tidak dipersangkakan, diperlaiakan harus dibuktikan." 

' 
Dalam Pasal ini diatur tentang batalnya perjanjian karena alasan 

penipuan. Penipuan dalam Pasal ini dianggap sebagai tindakan curang 

yang sempuma (delik selesai), karena penipuan dalam pasal ini tidak 

mempertimbangkan lagi tentang prosels atau cara perbuatan penipuan 

itu dilakukaa, akan tetapi bagaimana akibat dari penipuan teljadi. 

Dalam perjanjian tertulis, kesepakatan dinyatakan dalam bentuk 

pernbubuhan tanda tangan. Pemyataan kehendak untuk menyatakan 

sepakat atau tidak ini tidak seJalu harus dinyatakan secara tegas, namun 

dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang rnengungkapkan 

pernyataan kehendak para pibak. Yang terpenting adalah dapat 

dipahatninya atau dimengurti oleh para pibak bal1wa telah tetjai 

penawaran dan penerimaan. Bebempa contoh yang dapat dikemukakan, 

sebagai cara tetjadinya kesepakatanltetjadinya penawaran dan 

penerirnaan, adalah: 

1. deogan cara tertulis; 

2. dengan cara lisan; 

3. dengan simbol-simbol tertentu; bahkan, 

4. dengan berdiam diri. 

Akan tetapi apebllh, para pihak tidak berada dalam satu tempat 
• 

' 
bertemu, maka dikanal ada beberapa teori tentang pemyataan 

kesepakatan: 
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I) Teori Pengiriman. Teori ini menyatakan bahwa terjadinya 

kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinys berupa 

penerimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak lain. 

2) Teori penerimaan. Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu 

tetjadl manak:ala jawaban atas penawaran yang berisi tentang 

penerirnaan penawaran tersebut Ielah diterima oleb pihak yang 

menawarkan.51 

D. Kemampuan atau Kecakapan Melalrukan Perbnatan Hulrum 

Pasal 52 Ayat (1) hurufb, Undang-undang Kewnagakerjaan menyatakan 

bahwa, Petjanjian Kerja dibuat atas dasar : b. kemampuan atau kecakapan 

melalrukan perbuatan hukum." 

Dalam Penjelasan Pasal 52 Ayat (I) humf b, Undang-undang Ketenagakerjaan 

menyatakan: 

" Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak 

yang mampu atau cakap menurot hulrum untuk membuat petjanjian. 

Bagj tenaga ketja anak, yang menandatangani petjanjian adalah orang 

tua atau walinya." 

Terhadap Ayat ini, Penulis menemukan beberapa bal yang knrang cermat dalam 

permhuatannya, diantaranya: 

I. Klausula ayat yang meny.rtakan, "kemampuan atau kecakapan 

melakukan perhuatan hukum" ini mengatur tentang syarat subyektif 

pada para pihak yang mengadakan perjanjian dengan sangat luas. 

Namun pengertian yang diberikan oleh Penjelasan Ayat ini justm 

membatasi pengertian yang diberikan oleh ayat itu sendiri. Karena 

dalarn penjelasannya hanya menyatakan "... marnpu atau cakap 

n AhmadiMiru.Op.Cit!W33. 
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mcnurul hukum ¥ntuk membuat !'edanjian." (cetak tebal - miring 

dan garis bawah dari Penulis ). 

2. Bahkan seolah-olah semakin dibatasi Iagi pengertian "kemampuan 

atau kecakapan" itu hanya pada usia (lihal klausula "Bagi tenaga 

kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau 

wafinya."). Dua kalirnat dalam satu penjelasan ayat ini menurut 

hemal Penulis adalah memberikan pengertian yang safing terkait. 

Sehingga pertanyaan yang rnuncul adalah: 

a_ Apakah pengertian mampu atau cakap itu hanya sebatas 

mampu dan cakap dalam pengertian usia? 

b. Bagaimana kaitannya antara pengertian mampu dan cakap 

dengan lretentuan Pasal 1329 KUH Pe<data? 

3. Kernampuan a tau kecakapan tidak banya dapat dilihat dari faktor 

usia, tetapi kemampuan atau kecakapan sangat dipangaruhi oleh 

kesempurnaan emosional dan mental, pengalaman dan pendidikan. 

Sehlngga dalam hal ini Penulis lebih sependapat terhadap klausula ayat yang asli, 

dibandingkan dengan penj"lasan ayatnya. 

Kemampuan . atau kecapakan bertindak melakukan perbuatan hulrum, haroslah 

diartikan tidak hanya sebatas "untuk membuat perjanjian", akan leta pi harus 

sarnpai pada kemampuan atau kecakapan untuk melaksanakan lsi perj"'1iian. 

Apabila banya sarnpai pada mernbuat perjanjian, maka Iantas siapa yang akan 

melaksanakan isi perjanjian? 

Pengertian kemampuan atau ke<:akapan melakukan perbuatan hukum bagi 
Pekerjalburuh. -

Terkait dengan pengertian keoakapan dari segi usia ( dalam bal ini istilah yang 

populer dalam bidang bukum adalah dewasa). Apabila dicerrnat~ ketentuan Pasal 

50, yang menyatakan habwa: • 

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha 

dan pekerjalburub", 
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Apabila dikaitkan dengan pasal 52 Ayat (1) hurufb, yang menyatakan bahwa: 

"Perjanjian kerja dibuat atas dasar: (b) kemampuan atau kecakapan 

melakukan perbuatan hukum" 

Dikaitkan pula de<1gan Penjelasannya, yang menyatakan bahwa: 

"Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para piliak 

yang mampu atau cakap menurut hukum untuk: membuat peijanjian, 

Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang 

tua atau walinya, " 

Dm dikaitkan pula dengan Ayat (2), yang menyatakan, bahwa: 

"Perjanjian ke~a yang dibuat oleh para pihak yang bertentanga<1 dengan 

ketentuan sebagaimana dimakaud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat 

dibatalkan " 

Maka jelas, bahwa untuk syabuya sebuah perjanjian kerja, diantaranya 

adalah hams didasarkan pada kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan 

huk:um dari para pihak. Pengertian "mampu" atau "cakap" menurut penjelasan 

pasal ini ada!ah dewasa (meskipun Penulis dalam bal ini lrurang sependapat 

dengan pembatasn pengertian ini). Dewasa dalam pengertian yang diberikan oleh 

Undang-undang Ketenagakerjaa, usia sekurang-lrurangnya 18 tahun. Hal ini 

berdasat pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: "anak adalah 

setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun." Karena dewasa 

adalah merupakan tahapan setelah masa anak-anak, maka berdasar Undang­

undang Ketenagakerjaan, dewasa adalah usia sekurang-kurangnya 18 (delapan 

belas) tahun. 

Menurut Pasal 39 Ayat (!) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, para 

pihak dapal bertindak sebagai ~enghadap paling sedikit berusia 18 tahun atau 

telah menikah. Kebiasaan dalam praktik pembuatan kontrak para pibak tidak 

ji Undang-ondang Republik Indonesia No. B Tahun 2003, Op. Cit. Pas.al lAyat (26). 
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hanya cukup memenuhi kecapakan hukum saja, tetapi juga perlu diingat apakah 

para pihak tersebut mempunyai kewenangan atau tidak." 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian dewasa adalah 

orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau kuf1lllg dari 21 tahun, akan tetapi 

telah pernah men.ikah. Lebih lengkapnya ketentuan tersebut adalah menyatakan 

sebagai berikut: 

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila 

perkawinan itu dibubarkan sebelum umur meraka genap dua puluh satu 

tahun, rnaka mereka tldak kembali lagi dalam kedudukan belum 

dewasa. ))60 

Oleh sebab banyaknya ketentuan yang mengatur tentang pengertian 

"kedewasaan" ini, maka pada Pasal 330 (sesuai penafsiran Subekti, dan 

Tjitrosudibio) tersebut juga ditarnbahkan ketentuan Ordonansi 31 Januari 

1931, LN 1931-54, yang menyatakan: 

"Untuk menghilangkan segala keragn-raguan yang timbul karena 

ardonansi 21 Desember 1917, LN 1917- 138, dengan mencabut 

ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut: 

(l) Apabila peraturan undang-undang memakai istilah "belum 

dewasan maka sekedar mengenai bangsa Indonesja, dengan 

istilab itu yang dimaksud: segala orang yang belum mencapai 

umur genap 21 tahun dan tidak lebih dabulu Ielah kawin. 

(2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua 

puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam 

istilah "belum dewasa". 

" Ahdiana Y Wli Lcslari dan Erulang Heriyani, Op. Ci~ b:ll. 7-8. 

" Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit. Pa.U 33Q 
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(3) Dalam paham perkawinan tidaklah terrnasuk perkawinan anak­

anak ... 6l 

Berdasarkan Undang-undang No l Tahun 1974, tentang Perkawinan, ketentuan 

definisi tentang "dewasa" tidak dijelaskan secara tegas. Namun disinggung dalam 

beberapa pasalnya, diantaranya: 

"Pasal 47, yang menyatakan: 

(I) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama meraka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 

di dalam dan diluar Pengadilan."., 

Demikian pula yang dinyatakan dalarn Pasal50, dinyatakan bahwa: 

(!) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan" yang tidak berada di bawah 

kekuasasn oreng tua, berada di bawah kekuasaan wali. 

(2) Perwali.an itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 

bendanya." 

Jadi kesimpulan antara ketentuan Pasal 50, Pasal 52 Ayat (!) huruf b Jo. 

Penjelasannya, serta Pasal 52 Ayat (2) adalah bahwa, seseoreng (pekerjalatau 

buruh) yang telah mencapai Usia 18 Tahun, maka orang tersebut adalah orang 

yang matnpu a tau cakap menu rut hukum untuk membuat perjanjian kerja ( dalam 

hal ini adalah PKWT) seoara syah. 

Pengertian kemampuan atau keeakapan melaknkan perbuatan huknm bagi 

l'engusaba 

61 Ibid. Pasal330 

~ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, te.otang Perkawinan, dalam Subekti dan 
Tjilrosudibio," Kitab Unrlang-undang Hukum Per<Wta, Pradnya Pammi!a, Jal<ufa, 1996, Cet. 28, 
bal551- 552. 
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Kemampuan atau kecapakan bertindak secara hukum, dalam hanyak hal 

berhubungan pula dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. 

Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas 

masalah kecakapan bertindak, maka masalah kewenangan bertindak juga sangat 

terkalt. T!ka masalah kecakapan atau kemampuan bertindak itu terkait dengan 

falrtor kecakapan pengetahuan tentang teknis aplikasi (intelalrtualitas), maka 

kewenangan bertindak adalah terkait dengan kapasitas seseorang secara hukum 

terkalt dengan keknasaan yang dimiliki seseorang. Bisa saja orang yang cakap 

bertindak secara hukum, tetapi tidak berwenang untuk melakukan tindakan itu. 

Kewenangan biasanya dilekatkan pada kekuasaan secara sosial, barang siapa 

memiliki kekuasaan, maka dia memiliki kewenangan."' Sehingga sifatnya adalah 

atributif, artinya merupakan rangkaian dari simbol-simbol sosial yang terkalt 

dengan kootribnsi seseorang. Baik kontrihusi berupa keahlian, sehingga 

mendapatkan atribut pimpinan, manajerial, koordinator, bahkao advisor. Atau 

kootribusi yang bersifat materi, sehingga mendapatkan atribut sebagai donatur, 

dan lain-lain. 

PeJaksanaan kewenangan ini tidak: harus di1aksanakan sendiri, tetapi dapat 

dialibkan balk sebagian, maupun seluruhnya kepada pihak lain yang dianggap 

berkompetens atau cakap, untuk melaksanakan kewenangan itu o1eh pemilik 

kewenangan, lnilah yang membedakan antara kemampuan atau kecakapan dengan 

kewenangan. Karena sifatnya yang atributif, maka kewenangan dapat dialihkan, 

baik secara turun temurun (pawarisana) atau digantikan kepada pihak lain, akan 

tetapi kemampuan atau kecakapan tidak bisa. 

Diantara fungsi pengatihan kewenangan adalah, selain agar organisasi itu 

tetap eksisl, juga dapat menyederhanakan proses perbuatan untuk melaksanakan 

kewenangan, dengan tanpa mengurangi substansi dari kewenangan itu sendiri. 

Pengalihan kewenangan, dalam sekala besar dapat diartikan sebagai distribusi 

kewenangan, akan dapat dilihat dalam sehuah organisasi. Dalam hal ini Penulis 

" Soeljono Sookan!o, Sosiologi - Suatu Penganlll<. RajaGrafindo Pem.da, Cct 30, Jakarui, 2000, 
hal26l. 
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akan memilih topik pembahasan tentang organisasi perusahaan yang terbentuk 

dalam sebuah badan bukum Perseroan Terbatas. Karena perseroan adalah salah 

satu bentuk organisasi. Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang 

Perseroan Terbatas, dinyatakan dalam Pasal I Ayat (5), bahwa" 

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan hertanggung jawab 

penuh atas pengurusa.n Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." 

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang 

Perseroan Terbatas, maka pemegang kekuasaan tertinggi di perseroan adalah 

direksi (terlepas di sini direksi sebagai pemilik/pengusaha atau direksi 

sebagai pekerja), namun berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 

Undang-undang ini) maka direksilah sebagai penanggung jawab sekaligus 

sebagai pemegang kewenangan tertinggi dl dalam perseroan dibawah rapat 

umum pemegang saham sebagai pengejawantaban dari pemilik perusahaan. 

Untuk dan oleh karena · itu segaJa kegiatan perser~ seharusnya 

dilaksanakan sendiri oleh direksi. Namun sesuai dengan prinsip~prinsip 

pengelolaan organisasi yang efektif, maka di sana dikenal sistem 

pendelegasian kewenangan secara efektif dan terkontrol Artinya bahwa 

seorang direksi perseroan, tidak harus melaksanakan sendiri seluruh kegiat¥UI 

pengelolaan perseroan. Sehingga, dengan ini direksi dapat menunjuk atau 

mengalihkan sebagian tugas-tugas pengurusan atau pengelolaan perseroan, 

kepada pihak lain. Bentuk pengalihan kewenangan kepada pihak lain· ini 

dapat diberikan kepada pegawai atau pibak lain di luar perseroan. Namun 

segala tindekannya ito, dilekukan tetap untuk dan alas nama perseroan.64 

Kuasa sebagaimana yang . ditentukan dalam Pasal 103 Undang-undang 

Perseroan Terbatas ini, adalah kuasa untuk melekukan tindakan-tindekan 

tertentu65
. 

64 Undang~Undang No. 40 Tahun2007, TentangPerseroan Terbatas, Pasall03. 

" Ibid. Pellielasan Pasal103. 

Universitas Indonesia 

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH UI, 2009



Kuasa yang memberilmn kekuasaan tertentu kepada penerima kuasa, 

sebagaimana diuraikan dalam surat kuaaa, dalam praktek biasanya disebut 

dengan Sural Kuasa Khusus. Kuasa Khusus ini diberilmn untuk melakekan 

perbuatan atau tindalmn yang bersifat khusus atau tertentu, baik jenis 

perouatannya ataupun batas waktunya, serta penerima kuasanya 

(kualifilmsi kbusus). Jadi makna "kbusus" dalam Surat Kuasa Khusus ini, 

dapat meliputi: 

1. Khusus untuk perbuatan tertentu, sebagaimana yang dimaksudkan 

atau disebutkan dalam Surat Kuasa itu. Artinya perhuatan yang 

dilakukan oleh setain dari pada yang di kuasakan, maka harus 

dikonfirmasi ulang kepada pemberi kuasa. Apabila pembari kuasa 

menyetujuinya, maka tanggung jawab alas perbuatan itu beralih 

menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Ak:an tetapi, apabila pemberi 

kuasa menolak, maka yang wajib bertanggungjawab adalah penarima 

kuasa. 

2. Khusus jangka waktu pelaksanaan perbuatan itu. Artinya kuasa itu 

diberikan dengan batas waktu tertentu. Selebihnya dari waktu yang 

ditentukan oleh pemberi kuasa, maka kekuasaan yang diberilmn itu 

berpulang kemball kepada pemberi kuasa. 

3. Khusus bagi Penerima. Artinya pemberi k:uasa akan memberikan 

kuasa kepada penerima kuasa yang memiliki kualifikasi tertentu 

Batasan kekhususannya, adalah banya sebatas uraian yang ada dalam 

surat kuasa itu. Apabila kuasa khusus ini hanya sampai disini. maka 

menurut hemat Penulis, maka organisasi ini masih akan kurang efektif> 

lmrena banya almn ada dua level dalam organisasi ini. Maka sebaiknya, 

kuasa khusus tersebut diberikan hak kepada penerima kuasauya tersebut 

berupa bak substitusi lrtau hak redistribusi kewcnangan ke bawahan 

Penerima Kuasa substitusi itu, Hingga ke suatu levef tertentu sesuai 

dengan keperluan perseroan. 

Pasal 103 Undang-undang Perseroan Terl,~as lni, s~ngatlah 
penting keberadaannya. Karena merupakan pasat penggerak sistem 

organisasi daripada perseroan. Berdasar pasal inilah, organisasi 
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perseroan dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga dibanding dengan 

badan hukum yang lain, perseroan lebih cepat berkembang, selain. 

memberikan rasa aman bagi investasi, karena sifatnya yang terbatas, juga 

karena adanya sistem organisasi yang efektif1 sehingga efisien dari segi 

biaya operasiona!nya. Dapat dibayangkar, apabila pasal ini tidak ada, 

maka direksi akan kerepotan sendiri untuk menjalankan sistem 

organisasi. Semua sendi kegiatan organisasi tidak boleh didelegasikan 

kepada siapapaun. 

Namun kemudaban yang diberikan oleh Undang-undang Perseroan 

Terbatas ini, kurang difabami dan dilaksanakan dengan balk dalam 

kegiatan perseroan. Hal ini disebabkan karena sistem kontrol oleh Dewan 

Komisaris, tidak sampai ruenyentuh pada sistem pendistribusian 

kewenangan ini. Dewan Komasaris lebih mengutamakan pada kontrol 

keuangan dan pengembangan usaba perseroan. 

Ketidakfahaman atau ketidakpedualian akan sistem deligasi atau 

distribusi kcwenangan ini adalah mcrupakan bom waktu yang cukup 

serius bagi dunia usaha yang dalam skala kecil cukup mengancam 

perseroan Sebanyak direksi dar! sojumlah perseroan, scbanyak itu pula 

pendelegasian atau distribusi kewenangan direksi dilaksanakan, akan 

tetapi mungkin tidak sebanyak itu yang melakukan pendelegasian secara 

benar. 

Apabila dikaitkan antara pembahasan tentang sistem pernberikan 

kuasa sebagai bentuk pendelegasian tugas direksi kepada karyawannya 

sesuai Pasal 103 Undang-undang Perseroan Terbatas), dengan Pasal 

Pasal52 Ayat (2) Jo. Pasal50 dan Pasal I Ayat (14}, (15) dan Ayat (21). 
' 

Maka adalah jelas dampaknya ke Perseroan, yaitu semua karyawan 

(termasuk karyawan deogan PKWT}, akan berpotensi menjadi karyawan 

tetap, karena PKWT yang seharusnya ditandatangai oleh Pengusaha, 

akan tetapi tidak ditariaatangani pengusaha. Manager HRD (atau ,bailkan 

Supervisor HRD) yang mendatangani PKWT, tidak pernah mendapat 

Surat Kuasa dari Direksi. Sehingga PKWT menjadi cacat hukum, oleh 
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karenanya rnaka berdasar Pasal 52 Ayat (2), PKWT yang demikian 

adalah dapat dibatalkan. 

E. Adanya Pekerjaan yang Dipetjanjikan 

Sangat rnasuk alta!, apabila sebuah perjanjian kerja adalah dibuat dibuat 

be.rdasarkan adanya pekerjaan yang diperjanjikan.66 Hal ini ditekankan kembali 

dalarn Pasal 54 Ayat (l) huruf c, dan Pasal 56 Ayat (2) Hurufb Undang-undang 

Ketenagakerjaan. Ini merupakan syarat obyektif dalarn suatu perjanjian. APalagi 

PKWT adalah untuk pakerjaan yang sifatnya sementara. Maka obyek PKWT 

haruslah tertentu atau dapat ditentukan, kareua terkait dengan batas waktu tertentu, 

sehingga jarninan kepastian hokum dari masa perjanjian menjadi terjamin. Oleh 

karena pekerjaan yang diperjanjikan yang merupakan pokok perjanjian tidak ada. 

maka PKWT menjadi tidak ada pula. artinya PKWT adalah batal. Knnsekuensi 

bata!nya PKWT ini ada dua kemungkinan akibat hokum: 

l. apabila karyawan telah menandatangani PKWT, yang bersangkutan 

dipekerjakan diposisi lain di perusahaan, dengan tanpa mengubah PKVlT 

semula, artinya tetap memakai PK\VT dengan jenis pekerjaan yang lam~ 

maka hubungan kerja bernbah dari PKWT menjadi PKWTT. 

2. apabila karyawan yang bersangkutan belum menandatangani PKWT, maka 

pengusaha hams melakukan negosiasi Untuk kemungkinan pen:ampatan 

posisi ya,og lain. Apabila tidal<. kemungkinan dapat dikenakan delik 

penipuan. 

F. Pekerjrum yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusifaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Ketentuan ini adalah memperjelas dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 

pada unsur keempat syarat syabnya perjanjian, yaitu "karena sebab yang halal, 

', yang diterjemahkan ke dalam makna akademis. Bcnar bahwa perjanjian tid~', 

"Undang-undangRepubliklndoncsia No. 13 Talnm 2003. Op. Cit Pasal52 Ayat(l) Hurufc 
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boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, karena apabila hal ini dilakukan, artinya Para 

Pihak telab sepakat melakukan tindak pidana yang direncanakan, atau melakukan 

kesepakatan jahat dalarn hukum pi dana. 

Adanya perjanj ian yang dibuktikan dengan sebuah naskab perjanjian 

belum dapat dipastikan babwa perjanjian itu telab benar-benar terjadi. Hal ini 

karena tidak semua peljanjian dibuat sesuai secara syah. Untuk mengetahui 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu syab atau tidak, maka para pihak harus 

mengetahui babkan seharusnya mernahami tentang syarat syahnya perjanjian. 

Sebagai pembaading, maka perlu difabarni beberapa ketentuan tentang syarat 

syahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalarn Pasal 1320 KUH Perdata, 

apabila perjanjian itu merupakan perjanjian keperdataanu umum atau Pasal 52 

Undang-undang Ketenagakerjann, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian 

ketenagakerjaa. Perlu Penulis singgungg di sini tentang syarat syahnya petjanjian . 
dalam bidang perdata umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

menyatakan: 

"Untuk syabnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu. 

4. suatu sebab yang halal."" 

Sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 Kltab Undang-undang 

Hukum Perdata tersebut di alas terdapat penjelasan lebih lal\iut terkait dengan 

konsekuensi tidak terpenuhinya masing-masing sya.rat dituaksud. Pertama, syarat 

"kesepakatan" dan "kecapakan"'. merupakan syarat subyek:tif: karena berkenaan 

dengan diri orang atau subyek yang membuat kontrak. Kedua, syarat "suatu hal 

tertentu" dan "suatu sebab yang halal" merupakan syarat Obyektif. Akibat 

hukumnya adaiah : 

1. "non -eksistensf', apabila tidak ada kesepakatan, maka tidak ada 

kontrak. 

61 Subekti dan Tjitrosud.ibio, Op.Cit. hal 339. 
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2. vernietighaar atau dapat dibatalkan, apabila kontrak atau perjanjian 

te.rsebut lahir karena cacat lrehendak (wilsgebreke) atau karena 

ketidakcakapan (onbekwaamheid)-(syarat Pasal1230 BW angka I dan 

2), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat 

kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan, 

3. nieteg atau batal derni hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak 

memenuhi syarat obyektif tertentu atau tidak mempunyai causa atau 

causanya tidak diperbolehkan (syarat Pasai 1320 angka 3 dan 4), 

berarti hal ini terkait dengan unsur subyektH; sehingga berakibat 

kontrak tersebut batal derni bukul!L" 

Namun demikian apabila perikatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal lain dalam Undang-undang 

Khusus, maka perjanjian tersebut adalah syah dan berlaku sebagai undang-undang 

bagi pembuatnya. Hal ini sebagaimana dianyatakan daiam Pasal 1338 Kitab 

Undang-undang Huknm Perdata, yang merupakan asas kepastian hukum, yang 

menyatakan: 

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagai undang~nnda.ng bagi mereka yang rnembuatnya. Persetujuan itu 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang~undang. 

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.)'69 

Inilah diantara kepastian hukum yang diberikan oleb Undang-undang. Bahwa 

apabila perjanjian telah dibuah secara syab, rnaka perjanjian itu mernililci keknatan 

ke dalam, yaitu mengikat bagi yang membuatnya sebagaimana mengikatnya 

undang-undang kepada para pihak. Serta merniliki kekuatan keluar, yaitu 

perjanjian itu tidak dapat di ditarik kernbali oleh siapa pun, kecuali atas 

kesepakatan para pihak yang meinbuatnya atau oleh alasan yang dilentukan oleh 

Undang-undang. 

68 Agus Yudha Homoko, Op. Cit. bal. 139 

69 Subekti dan 'Ijitrosudibio, Op.Cit. hal342. 
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IIAB 3 

TANGGUNG JAW AB HUKUM DIREKSI TERHADAP PERJANJIAN 
W AKTU TERTENTU YANG DIDUAT DENGAN PEKERJA /BURUH, 

APABllA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 
NO. 40 TABUN 2007 

A. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum 

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II tersebut di alas, bahwa subyek 

bukum dalam perikatan atau perjanjian adalah individu atau perseoraogan yang 

dianggap mampu dan cal<ap untuk melakukan tindakan terteutu. Tidak saja 

tindakan yang dilakukan sehingga perjanjian atau perikatan itu teljadi, akan tetapi 

harus mampu untuk memenuhi isi atau kewajiban-kewajiban. serta menuntut hak­

haknya sesuai dengan isi petjanjian ya11g dibuatnya tersebut. 

Subyek hukum dalam bidang keperdataan ada dua macam, yaitu: 

1. Orang perorangan. 

Meskipun dalam perkembangannnya, hukum tiap orang tiada yang terkecuali 

dapat memiliki bak-bak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang 

diperbolebkan untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan bal-haknya itu. 

Berbagai golongan orang, oleb undang-undang telah dinyatakan 'tidak cakap'," 

atau "kurang cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang 

dimaksudkan disini, ialab orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang 

umur dan urang-orang yang tela!) ditarub dibawah pengawasan (C11retele), yang 

selalu barus diwakili oleb orang tullllya, watinya atau kuratornya. 70 

"Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdala, PI' lnte>masa, Bandung, Cet. Ke-16, 19&2, IW. 20. 
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2. Bad an Hukum (rechts person) 

Subyek hukum yang kedua adalah Badan hukum. Sebagai subyek hukum, 

badan hukum diperlakukan sama dengan manusia atau orang perorangann O!eh 

karena badan hukum dianggap sebagai manusia atau orang perorangan, maka 

prinsipCprinsip hukum yang berlaku bagi manusia atau orang perorangan edalah 

ber!aku pula pada badan hukum sebagai subyek hukum. (Maeam dan jenis badan 

hukum edalah meliputi perseroan teroatas, koperasi juga yayasan, agar 

pembahasan lebih mendalam dan tetfokus, maka Penulis dalam Tesis ini akan 

membatasi topik pembahsan hanya pada badan hukum yang berbentuk peiseroan 

terbatas). Sebingga badan hukum perseroan terbatas hams memiliki, diantaranya: 

I. Nama72
, domisili alllu kedudukan", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

Undang-undang Perseroan Terhatas; 

2. Akta pendirian, yang sekurang-kurangnya berisi: 

(I) nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

(2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

(3) jangka waktu berdirinya Perseroan; 

(4) besarnyajumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 

(5) jumlah saham, klasif!kasi saham apabila ada berikut jumlah sabam 

untuk liap klasif!kasi, hak-hak yang melekat peda setiap saham, dan 

nilai nominal setiap saham; 

( 6) nama jabatan dan jum!ah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

(7) penetapan tempat dan lata cara penyelenggaraanRUPS; 

(8) lata cara pengangkatan, penggantian, pemberhontian anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris; 

(9) tata cam penggunaan laba dan pembagian dividen. 74 

11 Subekti. Op.Cithal21. 

12 Peraturnn Pcmeri.nt:lh Republik Indonesia Nomor 26, Tahun 1998, tentang Pemakaian Nama 

Perseftlal}_ Terbatas. 
' 13 l'llsal 5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, TcntaDg Pe"""'"" 

• 

14 Pasal 15~ Dndang-undang: Repuhlik Indonesia Nomor 40 Tabun 2007, Tentang Perseroan 

TerbatlS. 
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3. Harta kekayaan. 

Perser<Jan terbatas sobagaimana badan hukum yang lain, adalah harus 

memiliki harta kekayaan, karena sebagaimana tujuan didirikannya perseroan 

ini adalah merupakan akamulasi atau persekutuan modal, hal ini sesuai 

dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: 

''Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hokum yang merupakan persekutuan modal, didiriktu! berdasarkan 

perjanjian, melakakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta persturnn pelaksanaannya."71 

Harta perseroan yang terbentuk dari akamulasi mudal dari para pendirinya 

maupun dari pemegang saharn, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

pembagian saharn. Harta ini oleb perseroan dijadikan modal agar perseroan 

dapat melakakan kegiatannya, misalnya melakakan perjanjian-perjanjian, 

bertransaksi bisnis, membayar karyawannya, dan lain-lain. 

Dapat dijetaskan pula bahwa secara materiel, perseroan terbatas merupakan: 

1. Kumpulan atau awsiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan 

keglatan perekonornian danlatau tujuan khusus 1ainnya}. 

2. Kumpulan mudal ini dapat molakakan perbuatan 

(rehtshandel(ng) dalam bubungan-hubungan 

hukum 

hukum 

(rechtsbetrekking). Inilah justru yang menjadi tujuan dari sifut dan 

keberadaan harlan hukum ini, dan karenanya dapat digugat atau 

menggngat di depan pengadilan. 

3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan begi kepentingan 

tertentu, berdasarkau l,:etentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatumya. Sebagw kumpnlan modal, maka kumpulan mudal 

tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang sopenuhnya diatur dabun statuta atau anggaran dasarnya. 

yang dibuta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaka. 

"Undang"'Uildang Republik Indonesia Nomnr 40 Talnm 2007, Op. Ci~ Pasall Ayat (1) 
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4. Kumpulan modal ini mempunyru pengurus yang bertindak untuk 

mewakili kepentingan badan hukum ini, yang barns sesuai dengan 

maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya 

pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama 

kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh 

pengurus. 

5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan 

keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan 

persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasamya dapat 

menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan 

kewajibannya. 76 

Perseroan Terbatas sebagai salah satu subyek hukum yang berbentuk 

badan bukum yang dapat melakukan segala aktifitasnya, maka haruslab memiliki 

beberapa bukti atas kaberadaannya yang berfungsi sebagai identitas perseroan 

terbatas, yrutu sekurang-kurangnya, meliputi: 

L Akta Pendlrian yang dibuat olab Notaris, dan mendapatkan Surat 

Keputusan Pengesaban dari Pemerintah, dalam hal ini adalab 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia; 

2. Surat lzin Usaba Perdagangan; 

3. Tanda Dafiar Perusahaan; 

4. Surat Keterangan Domisili. 

Dokumen tersebut di atas mudak barns ada dan barus pula ditunjukkan 

dalam setiap perusabaan tersebut melakukan kegiatannya. Terutama apabila 

kegiatan bisnis tersebut melibalkan p..-bankan, bane secara aktif (bank sebagai 

rekanan bisnis), maupun secara pasif (bank sebagai fasilitator transasksi 

keuangan), maka bank akan selalu menanyakan kelengkapan dokumen tersebut. 

Amatlab jarang pada saat ini ditemnkan adanya transaksi bisnis yang tidak 

melibatkan lembaga perbankkan, karena transnksi secara tunai selrun tidak efektif 

dan eflsien, juga nkan sangat beresiko atas keamanan dana. Sudah merupakan 
• 

16 Gunawan Widjaja, Resiko Hukum sebagai Direksl, Komisaris & Pem..llik PT, Forum Sahabat, 

Jakarta, 2008. Cot. Kedua, hal 15-16. 
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kelaziman, apabila dalam setiap melakukan perjanjian atau perikatan dengan 

pihak lain, maka harus ada keterbuakaan diantara para pihak, diantaranya 

keterbukaan akan dirinya dan juga rekan bisnisnya. 

Identitas perneroan tersebut. memberikan konsekuensi bukum pada 

perseroan terba~ setidaknya meliputl: 

I. dapat digugat dan menggugat, yang berarti memiliki suatu persona 

standi in judicio; 

2. memiliki harta kekayaan sendiri. Memiliki harta kekayaan di sini 

bukan memilikl kekayaan, tetapi dalam makna milik hersama, 

melainkan karla kakayaan dari atas namanya sendiri, yang 

menandakan bahwa perseroan adalah subyek hukum yang mandiri; 

3. dapat membarikan koasa; 

4. dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya; 

5. mampu membuat peraturan untuk mengatur kehldupan internalnya 

sendiri77 

Secara umum perseroa.n terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurannya 

sebagal berikut: 

I. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu hadan hukum, 

yaitu subjak hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum 

untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan 

individu manusia. orang persorangan; 

2. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas nama sendiri, 

dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, 

termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat 

mengikatkan dirinya delam satu atau lebih parikatan, yang berarti 

meujadikan perseroan sebagal subjek hukum mandiri (person standi 

ini judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat 

menggugat dan digugat dihadapan pengadilan; 

n Ibid, hal 9-~0, 
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3. tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendir~ atau 

pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan alas D1lffia dirinya 

sendiri, untuk kerugian dan kepentingan direya sendiri; 

4. kepemilikan tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang 

merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham 

perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan 

yang diatur dalam anggaran dasar dan nndang-undang yang belaku 

pada saat tertentu; 

5. keberadaannya tidak dibatasi jangke waktunya dan tidak lagi 

dihubungken dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; 

6. pertanggungjawabannya yang mutlak terbatas, selarna dan sepanjang 

para pengurusnya ( direksi), dewan komi saris 

saham tidak melaltukan pelanggaran terhadap 

dilakukan. 78 

dan/atau pemegang 

hal-hal yang boleh 

Ciri-ciri perseroan ini merupakan fak:tor pembeda dengan badan hukum 

yang lain. Meskipun ciri-ciri perseroan ini dari waktu ke waktu selalu 

berkembang sesuai dengan perkcmbangan masyrakat. Oleh karenanya negara 

(melalui perangkatnya, yaitu lembaga Legislatii) selalu dituntut untuk membuat 

aturan-aturan yang mengikuti pakembangan masyarakat. Sehingga hukum dapat 

mengimbangi kebutuhan masy8.f3kat> terutama dibidang ekonomi dan bisnis. 

B. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum dengan Tanggung Jawab 

yang Terbatas 

Perseroan terbatas memiliki ciri yang sangat khas, yaitu 

pertanggungjawaban yang mutlak terbalas, yaitu terbatas hanya pada saham yang 

ditanamkan oleh pihak-pihak. Kecuali, apabila perilaku para pengurusnya 

( direkai), dewan koru:.s;ms danlatau pemegang sabam, telah melakuken 

pe!anggaran terbadap bal-hal yang tidak boleh dilakukan. Artinya bahwa 'direksi 

)$Ibid. hal. ll-12. 

Universitas Indonesia 

Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH UI, 2009



(pengurus), komisaris dan/atau pemegang saham, hanya melakukan tindakan­

tindakan yang dibolehkan oleh peraturan penmdang-undangan. Apabila perilaku 

direksi (pengurus), komisaris danlatau pemegang saham, melampaui kewenangan 

yang diberikan oleh peroturan perundang-undangan, termasuk didalamnya 

melanggar ke!entuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik 

(good corporate govemante), sehingga dapat merugikan perusahaan, rnaka 

pertanggung jawahan dapat dilirnpahkan hingga kepada yang bersanglrutan seoara 

pribadL Agar pembahasan tentang tanggung jawab pengurus (direksi), komisaris 

dan pemegang sabarn ini semakin terfokus, maka Penulis hanya akan membatasi 

pembahasan tesis ini pad a tanggung jawab direksi sebagai pen gurus perusahaan. 

Begitu luasnya kewenangan dan tanggung jawab direks~ sehingga segala 

kegiatan dan pengurusan organ.isasi perseroan adala.h menjadi kewenangan dan 

tanggung jawab penuh direksi. Hingga kewenangan dan tanggung jawab untuk 

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, sejauh untuk tujuan perseroan 

dan untuk menawakili perseroan~ adalah menjadi kewenangan dan tanggung 

jawab direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40, Tahun 

2007~ tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: 

"Direksi adalah Organ Perseroan yang bervvenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiii Perseroan, baik di daJam maupun 

di luar pengadilan sesuai den gao ketentuan anggaran dasar." 

Jehm dirumuskan da1nm pasal tersebut di atas, bahwa batasan tanggung 

jawah direksi adalah sejauh pada kepentingan perseroan, artinya pengurusan 

perseroan atau kegiatau perseroan tidak boleh berdasarkan pada kepentingan 

pribadi dan pihak-pihak tertentu di luar organ perseroan. Apabila hal ini 

dilakukan, maka direksi dianggap tela melampaui kewenangan. Akibat 

hukumnya adalah harus mempertanggungjawahkan hingga harta kekayaan 

pribadL 

"Unclanjj-illldang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Op. Cit, Pasall Ayat (5) 
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Pertanggungjawaban direksi adalah mulai sejak diangkatnya direksi atau 

sejak direksi tersebut menjabat sebagai direksi, hingga berakhimya atau 

diakhirinya masa jabatan direksi sesuai dengan basil keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham. Dalam hal perusahaan baru didirikan dan belum mendapatkan 

status huknm, namun perusahaan tersebut secara tk facto diluunskan untuk 

melakukan kegiatannya, termasuk kegiatan untuk mempersiapkan pendirian 

perseroan, maka pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan perseroan itu adalah 

menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng oleh semua direksi. semua 

pendiri dan semua dewan komisaris.80 Hal ini karena Perseroan,. secara hukum 

barn secara syah memiliki status huknm, apabila Menteri Kebakiman Ielah 

menerbitkan Sural Keputusan Menteri tentang pengesahan hadan hukum 

perseroan tersebut_Rt 

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud di atas akan beralih demi 

huknm dan menjadi pertanggungjawaban perseroan, apabila dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pertama kali bagi perseroan itu secara 

tegas menyatakan menerima atau mengambil a1ih semua hak dan kewajiban yang 

timbul dari perbuatan huknm yang di!akuksn o!eh caJon pendirinya atau 

kuasanya."- Dengan syarat, bahwa RUPS tersebut diadakan se!ambat-!ambatnya 

60 (enam puluh) hari, setelah perseroan tersebut mernpero!eh status badan hukum 

dan RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua sah3.!f1 

dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat Apabila kedua 

syarat tersebut tidak dipenuhi, maka setiap caJon pendiri yang melakukan 

perbuatan hukum tersebut, masing-masing bertanggung jawab secara pribadi, dan 

aldbat hukum alas perbuatan tersebut (meskipun atas nama perseroan), tidaklah 

mengikat perseroaR83 

Persertujuan dalam RUPS tersebut tidak diperlnkan, apabila ketika 

perbuatan atau kegiatan tersebut di!akukan, telah mendapatkan persetujuan secara 

"Ibid. Pasa114 Ayat (1). 
81 Ibid.Pasal 7 Ayat(4). 

"lbid. Pasal13 Ayat (I) 

"Ibid. Pasall4 Ayat (2), Jo. Penjelasan 

• 
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tertulis oleh semua calon pendiri. 84 Hal ini adalah sangat masuk aka!, karena 

sudah selayaknya, apahila Perseroan hanya mempertanggungjawabkan setelah 

kelahiran perseroan ini. Artinya bahwa perseroan tidak dimintakan 

pertanm,>ungjawahan sebelum kelahirannya, meskipun kegiatan alan perbuatan itu 

untuk mempersiapkan kelahiran perseroan tersebut. Sebingga segaJa perbuatan 

yang dilakakan dalam rangka kelahirannya adalah menjadi tanggung jawab caJon 

pendirinya saja. Hal ini diperkuat juga atas aJasen, bahwa apabila permohonan 

untuk mendapatkan Keputusan Menteri atas perseroan tersebut pada akbirrya 

ditolak atau tidak dikabulkan, maka pertanggung jawaban atas segala biaya dan 

hal lain, baruslah dibebaukan pada caJon pendiri perseroan tersebut seeara 

tanggung renteng. 

Pada saat perseroan yang telah mendapatkan Keputusan Menteri 

Kehakiman, sehingga badan hukum perseroan telah ada dan perseroan telah 

berdiri, maka pertanggungjawaban atas pengurusan kegiatan perseroan adalah ada 

ditangan direksi perseroan, serta dewan komisaris sebagai pengawas umum 

danlatau khusus sesuai dengan anggaran dasar, sekaligus sebagai penasihat 

direkai." 

Tugas dan wewenang direksi, termasuk pembagian tugas (apabila direksi 

perusaham Jebih dari I orang) ditetapkan dalam RUPS. Sahingga dalam hal ini 

jelas RUPS merupakan penunjuk arah kebijakan perseroan sekaligus sebagai 

aeuan dasar tugas dari direksi. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, tugas 

direksi adalah menjalaukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan86 Sedangkan dalam 

penjelasanoya disebutkan, bahwa katentuan tersebut adalah bermakaud 

memberikan tugas kepada direksi untuk melakakan pengurusan perseroan, 

diantaranya adalab pengurusan kegiatan perseroan dalam sehari-harinya. Dalam 

melaksanakan kepengurusan, direksi harus mempertimbangkan secara bijak yang 

'" Ibid, Pasal 13 Ayat (5) • 

" Ibid, Pasall Ayal (5) dan (Ayal 6). 

"Ibid, Pasa192 Ayat(I)Jo. Pasa197 Ay.lt (1). 
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dipandang tepa! oleh direks~ sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh 

Undang-undang, serta anggaran dasar perseroan. Kebijakan adalah tepa! apahila 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan keahlian, peluang yang 

tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. 

Resiko yang merupakan bentuk dari tanggung jawab direksi, apabila tidak 

meleksanakan lrepengurusan perseroan tersebut di atas seoara benar yang 

dilandasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga direksi 

melakukan kesalaban atau kelalalan adalah tanggung jawab seoo:a pribadi 

lrepada direksi Apabila direksi lebih dari 1 orang, maks pertanggungjawaban 

peribadi dibebankan secara tanggung renteng kepada masing-masing direksi. 

Direksi ekan dibebaskan dari tanggung jawab pribad~ baik secara sendiri­

sendiri maupun secara tanggung renteng, apabila dapat dibuktikan bahwa : 

a. lrerugian tersebut bukan karena lreaalaban atau kelalaiannya; 

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad balk dan kehati-hatian 

untuk kepentingan dan sesua.J dengan maksud dan tujuan Perseroan~ 

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurnsan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah mengarnbil tindekan untuk mencegah timbu! atau berlanjutriya 

kerugian tersebut 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan "mengarabi! tindakan untuk 

mencegah timbul atau berlanjL'Inya kerugian" rennasuk juga langkah­

langbh untuk memperoleh informasi mengenai tindekan pengurusan 

yang dapat mengakibatkan lrerugian, antara lain melalui forum rapat 

Direksi. 

Pemeriksaan atas edanya unsur kosalahan atau kelalaian yang dilakukan 

oleh direksi dalam mengurus perscroan, sehingga direksi dapat dibebaskan dari 
' . 

tanggung jawah sahagaimana tersebut di atas, menurut Penjelasan Pasa! 97 Ayat 

(6) adainh melalui proses pembuktian peradilan. 
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Namun demikian, pertanggungjawaban oleh direksi ini dapat dialihkan 

kepada pihak lain, yaitu lernbaga pengawas dan penasihat direksi perseroan, yang 

oleh Undang-undang Perseroan Terbatas telah dibebankan kepada Dewan 

Kornisaris. Dengan demikian dapat menyeret dewan komasaris perseroan untuk 

rnempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya tersebut. Sehingga dewan 

komisaris pun dapat pula diperiksa dalam proses peradilan, untuk membuktikan 

tingkat kesalaban atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian pada 

perseroan." Apalagi, apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang terjadi, 

adalah atas saran atau alas sepengetahuan dewan direksi, maka demi hukum 

tanggung jawab ini akan beralih dari direksi kepada dewan komisaris, atau 

sekurang-kurangnya akan menyeret dewan komisaris sebagai pihak yang turut 

menanggung kerugian perseroan. Namun demikian, apabila dapat dibuktikan oleb 

Dewan Komsaris bahwa dewart komasaris; 

a telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian 

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan; 

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengaldbatkan 

kerugian; dan 

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau 

herlanjutnya kerugian terscbut, 

maka unsur kesalahan atau kelalaian akan berbalik kepada Direksi selaku 

pengurus atau pelaksana opemsional perseroan, 

Pertanggungjawaban direksi dan/atau Dewan Komasaris alas kesalahan 

atau kelalaiannya dalam melak,sanakan masing-masing fungsi dan tugasnya 

tersebut, tidak banya terbatas pada kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan 

kerugian bagi perseroan, akan tetapi hingga menyebabkan pailitnya perseroan." 

"Ibid., Pasalll4 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo. Penjel.,Ayat (:l). 

"Ibid., Pasalll5 Ayat(l) danAyat (2), 

• 
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Berbeda antara tanggung jawab direksi dengan tanggung jawab dewan 

komisaris perseroan, maka berbeda pula dengan pertanggungjawaban yang 

dibebankan kepada pemegang saham, karena pemegang saban tidak memiliki 

kewajiban yang bersifat aktif di perseroan. Hal ini mengingat, karena dalam teori 

hukum yang dianut dalarn Hukum Perseroan yang diterapkan dalarn Undang­

undang No. 40 Tabun 2007, menga.nut teori pemisaban kekuasaan atau pemisaban 

kewenangan, antara pemegang sabarn, dewan komisaris, maupun dengan direksi. 

Hal ini adalab berdasarkan beberapa ketentuan yang dimuat dalam Undang -

undang Nomer 40 Tabun 2007, misalnya: 

I. Pasal I Ayat (2), yang menyatakan: 

"Organ Perseroan adalab Rapat Umum Pemegang Sabam, Direks~ dan 
Dewan Komisaris." 

Pengerrian yang diberikan oleh ayat itri adalab cukup jelas adanya 

pemisahan kewenangan atau pemisahan kekuasaan atas setiap organ 

yang dimiliki oleh perseroan, yang metiputi: 

I. Rapat Umurn Pemegang Saham; 

2. Direksi; dan, 

3. Dewan Komisarjs. 

Khusus terhadap Pemegang Sabam, baru dianggap sebagai organ 

perseroan, apabila berada dalam suatu forum rapat pemegang sab~m 

dan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus memenubi kuorum 

yang ditentukan. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka 

pemegang sabam tidak dapat memiliki kekuasaan atau kewenangan 

apa-apa terbadap Perseroan. Dasar hukum yang sama juga dapat 

dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4) di bawab ini. 

2. Pasall Ayat (4), yang IIlllnyatakan: 

"Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, 

adalab Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komiseris dalarn batas yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini danlatau anggaran dasar." 

3. Pasal 3 Ayat (!),yang menyatakan: 
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" Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung 

jawab atas kerugian Pers.eroan meleblhi saham yang dimiliki." 

Pada ayat inilah, prinsip-prinsip ·pertanggungjawaban "terbatas" pada 

Perseroan Terbatas secara tegas disebutkan. Hal ini didukung oleh 

pOOafsiran stipuiatif sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan 

Undang-undang tersebut, yang menyatakan: 

"Ketentuan dalam ayat ini' mempertegan ciri Perseroan bahwa 

pemegang saham hanya bertaoggung jawab sebesar setoran atas 

seluruh sabam yang dimilikinya dan tidak meliputi barta kekayaan 

pribadinya." 

Ketentan tentang prinsip-prinsip pertangungjawaban teroatas pada 

perseroan terbatas ini, gugur apabila dapat dibuktikan, bahwa: 

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 

terpenuhi~ 

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk 

kepentingan pribadi; 

c. pemegang sabam yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung secara melawan hokum menggunakan kekayaan Perseroan, 

yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk 

melunasi utang Perseroan. 

e. terjadi penoampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan 

harta kekayaan Perseman sehingga Perseroan didirikan semata-mata 

sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi 

tujuan pribadinya. 

Sehingga apabila dicermati Jebih mendalam, maka hak yang dirniliki Q!eh, · 

pemegang sabam adalab roeliputi: 

"I. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 
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2. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasillikuidasi; dan. 

3. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang, 

dengan ketentuan, apabilasaham telah dicatat dalam daftar pemegang 

saharn atas nama pemiliknya, inipun dikecualikan terhadap saharn jenis 

tertentu."89 

C. Batas-batas Tangguug Jawab Direksi dan Bapusnya Tanggung Jawab 

Direksi Perseroan Terbatas dalam Pembuatan dan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Walrtu Tertentu 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tugas dan kewenangan direksi 

adalah berwenang dan bertangguugjawab penuh atas pengurusan perseroan untnk 

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan, baik di da1am maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar. Namun secara teknis tugas direksi akan diterjernahkan 

dalam kebijakan pemegang saham yang dibuat dalam RUPS. Oleh karena direksi 

memilik:i kewenangan penuh terbadap pengurusan perseroan, maka seJuruh 

kendali atas pengeio1aan perseroan adalah ada ditangan direks! dan 

dipertanggungjawabkan oleh direksi kepada pemegang saham dalam sebnah 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Apahila dicermati lebih mendalam, dalam Undang-undang No 40 Tabnn 

2007, tentang Perseroan Terbatas, hahwa pembentnk undang-undang 

mengbaruskan kepada direksi agar melakukan pengelo1aan petseroan dengan 

iktikad baik, dengan penuh kebati-hatian dan rasa tanggung jawab."' Prinsip­

prinsip pengelolaan perseroan yang baik (good corporate governance), adalah 

sebuah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan 

89 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Tetbatas (UU No. 40 Tahun 2007), PT Cilia Aditya BakU, 
Ban<lllnz 2007, Hal. 74-75. 

00 Pasal 97 Ayat (2) Op. Cit 
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perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan 

perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perosahaan'1 

Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan 

antara organ perseroan, shareholders dan stekeho/tkrs; pembagian tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perseroan sesuai 

dengan struktur perseroan; mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan Undeng­

Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan; pengurus perseroan 

yang mengimplernentasikan good corporate governance berdasarkan prinsip­

prinsip Transparensy.jamess, accormtabi/ity dan responcibi/ity yang merupakan 

suatu proses berkesinambungan. 92 Prinsip-prinsip good corporate governance 

adalah meliputl : 

1. Tangggung jawab (responcibtlity); 

Inti dari prinsip tanggung jawab adalab bahwa aelain bertanggung jawab 

untuk menjalankan pernsahaan kepade pemegang saharn, direksi dan 

komisaris serta jajarannya, juga bertanggung jawab kepada stakeholders 

lainnya, tennasuk ka.ryawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki 

tanggung jawab untuk: mematuhi hukum dan ketentuanlperaturan yang 

berlaku, termasuk tanggap Jingkungan tempat perusahasn berada. 

2. Akuntabilitas (accountability); 

Inti dari prinsip akuntabilitas adalah bahwa terciptanya sistem 

pengendalian yang efektif didesarkan pada distribusi dan keseirnbangan 

kekuasaan diantara angguta direks~ pemegang sabarn, komisaris, dan 

pengawas. Para komisaris, direksi dan jajarannya wajib memiliki 

" Pasal 2, Keplllusan Meoleri Negara f K<lpaJa Badan Penrulaman Modal dan Pembinaan Badtm 
Usaba Mllil< Negara, Nornor : Kep-<)23/M-PM. PBUMN/2000, teolang Pengembanglllll'nlk!el< 
Good Co.-poraie Governance da!am Perusabaan Pmero (l'ERSERO), dalam Misahar<li Wilamarta, 
Hak Pemegang Sablun TMiooritas Da1am Rang!ca Good Corporale Governance, Katalog Dalam 
Tetbilan, Progr.un Fascasarjana Falrultas Hukum Universila< Indonesia, Cell. Jakarta 2002, Hal. 

35. ', 

' 
" Misahar<li WiJamarla, flak Pemegang Sabam TMinorilllS Dalatn Rang!ca Good Corpornre 
Governance, Katalog Dalam Terllilan, Program Pascasa>jana Fakul<as Hulrum Unive!Sitls 
Indonesia, Cetl. Jakarta 2002, Hal. 35 -36. 
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kemampuan dan integritas untuk menjaJankan usaha sesuai dengan aturan 

dan ketentuan yang berlaku. 

3. Keadilan (laimess); 

Inti dari prinsip keadilan adalah bahwa setiap putusan yang diambil 

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas. 

Dengan kala lain, memberilcan perlindungan kepada pemegang saham 

rninoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa dan transaksi yang 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

4. Transparansi (Transparensy). 

Inti dari prinsip transparansi adalah meningkatkan keterbukaan dari 

kineJja perusahaan secara teratur, tepat waktu, dan benar. DaJam 

pengambilan putusan, direksi dan dewan kornisaris senantiasa berupaya 

mengetengahkan keterbukaan kepada stakeholders." 

Setiap direksi sudah sepatutnya menerapkan prinsip-prinsip good 

corporate govemance dalam melaksanakao tugas-tugas di perseroan. Secara 

umum tuga,.tugos direksi antara lain adalah: 

a. rnelakukan pendaftaran dan pengumuman setelah akta pendirian 

mendapatkan pengesaban oleb Menteri Kebakiman. 

b. Melakukan pengnrusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan 

perseroan 

e. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 

d. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, dan 

Risalah rapat direksi. 

e. 

f 

Menyelenggarakan pembukuan perseroan. . 
Memberi lzin kepada pemegang saham untuk memetiksa dan 

mendapatkan salinan Daftar Pemegang Sabam risalah dan 

pembukuandengan permohonan tertulis pemcgang sabam. 

" Sudluyal, Legal Officer, Oase Media, Cetl. Bandung 2008, Hal. 61- 62. 
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g. Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya danlatau 

keluarganya (istri/suarui dan anak-anaknya pada perseroan tersebut dan 

perseroan lain. 94 

Jadi tugas direksi berdasar undang-undang Perseroan Terbatas, meliputi 2 hal: 

L Tugas yang bersiflrt representasi; 

2. Tugas kepengurusanlmanajemen. 

Yang dimaksud dengan tugas repersentasi adalah tugas dari dirakai 

untuk mewakili perseroan, baik di dalaru maupun di luar pengadilan. 

Tugas mewakili perseroan di Juar pengadilan adalah seperti mewakili 

perseroan dalam melakukan deal atau tranaaksi bisnis dengan pihak 

ketiga. Tugas mewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat 

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

L dilakukan sendiri. 

2. dilakukan oleh pegawainya yang ditunjuk untuk itu. 

3. dilakukan oleh komisaris jika direksi berhalangan, sesuai 

ketentuan Anggaran Dasar perseroan. 

4. dilakukan oleh pihak ketiga sebagai agen dari pernerioan'' 

Tugas representasi di dalam pengadilan dilakukan dalam posisi sebagai 

berikut: 

I. Perseroa.t"l sebagat penggugat di pengadilan. 

2. Perseroan sebagai tergugat di pengadilan. 

3. Perseroan sebagal pemohon di pengadilan 

4. Perseroan sebagal termohon di pengadilan. 

5. Perseroan sebagai pangadu/pelapor untuk kasus pidana. 

6. Perseroan sebagai teradu/terlapor untuk kasus pidana. 

Tugas-tugas ini diperintahkan dari: 

I. doktrin dan kaidah hukum perseroan yang berlakn secara universal. 

"' CS.T. Kansil. dan Christina S.T. Kansil, Sclnk Beluk Perseroan Terbatas Menunli Undang-
undang No. 40 Teban 2007, Rlneka Ciplll. Cct Pertama, J3l<arla. 2009, Hal. !4. ' 

"Munic Fuady, Pe-oan Terbatas Parndigmo Barn. Citra Adilya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 58 -
59 
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2. peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

3. anggaran dasar perseroan. 

4. kebiasaan dalam praktek untuk perseroan yang sejenis. 

Terhadap tugas-tugas ini, direksi harus melakukan secara baik dan 

benar, apabila tidak, males direksi dapat dipersalahkan jikn teljadi 3 (tiga) 

kntegori sehagai berikut: 

J. tidak melakukan yang seharusnya oleh peratura:n perundang­

undangan. 

2. melakukan apa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 

3. melakukan secara tidak sempurna yakni tldak sepertl yang 

dipersyaratknn oleh peraturan perundang-undangan 

Apabila tugas repersentatif direksi adaleh tugas direksi dalam rangka 

mempresentasikan perserorannya ke luar organisasi perseroan. Maka tugas 

kepengurusanlmanajerial adalah tugas-tugas yang berwujud da!am 

kewajiban-kewajiban yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang herlaku beserta anggaran dasar perseroan, sehingga. antara 

perusahaan yang satu dengan yang Jain sangat mungkln berbeda. Beberapa 

tugas kepengurusan /manajerial tersebut> diantaranya adalah: 

l. menentukan dan mewujudkan filosofis, visi dan misi 

perseroan. 

2. memastikan bahwa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan 

teleh dipenuhl. 

3. memastikan bahwa ketentuan dalam perundang-undangan yang 

berlaku telah dipenuhl. 

4, memastik:an bahwa semua perhltungan keuangan dan 

pembakuan telab sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku. 

5. memperhatiknn kepentingan keryawan. 

6. memperhatikan kepent.ingan pemegang sahan; ,(mayoritas dan 

minoritas). 

7. memperhatikan kepentingan stakeholdEr Iainnya, seperti 

lcreditor, investor dan masyarakat. 
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IV 

8. selalu memonitor perkembangan perseroan. 

9. melalcukan disclosure terlladap kepentingan yang potensial 

benentangan dengan kepentingan peroraogan. 

10. kewajiban meminta izin ~an melakukan disclosure terhadap 

tindakan-tindakan perseroan tenentu. Izin dan disclosure 

tersebut dilakukan terbadap beberapa institus~ bergantung 

kegialan perseroan apa yanga akan dimintakan i:tin atau di 

disclosure. Yakni dilakukan terbadap institusi-institusi sebagai 

berikut: 

a, Menteri Kehakiman. 

b. Berita Negara 

c. Daftar Perusabaan. 

d. Bapepam, bagi perusabaan terbuka. 

e. Bursa Efek bagi perusabaan terbuka ysng listing. 

f. Surat-surat kabat untuk kegiatan tertentu. 

g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

h. Komisaris. 

11. kewajiban mernelihara doknmen perusahaan. 

12. kewajiban memelihara pembukuan perseroan, tennasuk 

membuat neraca. 

13. pengisuan saham baru atas rekomendasi dari RUPS. 

14. pengangkatan akuntan atau alruntan publik bagi perusahaan 

terbuka. 

15. pengangkatan dan pemberhentian pegawai perusahaan. 

16. penentuan dan pembayaran gaji-gaji dan ongkos-<>ngkos.96 

Direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat dib"ntu oleh pegawai­

pegawainya, sebab apabila ti<W<; maka perseroan sebagai suatu organisasi tidak 

akan be!jalan efektif dan efisien, apabila organisasi itu dikelola atau diurus sendiri 

oleb pirnpinannya. Bahkan mustahil akan bisa meneapai tujuan yang diharapkan. 

Hal ini disebabkan organisasi adhlab merupakan sistem yang memang seh~snya 

" Ibid. hal. 61-<i.Z 
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merniliki bagian-bagian atau sub-sub sistem, yang masing-masing bagian atau 

sub-sub sistem meroiHki tugas dan fungsi sendiri-~endiri guna menyokong fuogsi 

utama dari sistem tersebut, agar tujuan dari dibentuknya sistem tersebut dapat 

tercapai secara rnaksimaL Sama halnya dengan perseroan yang juga merupakan 

orgardaasi yang memiliki tujuan tertentu, maka dakam pengelolllan atau 

pengurusannya, maka perlu adanya sub-sub sistem atau bagian-bagian yang 

berfungsi mernbantu tugas dari diraksi sebagai pengelola atau pengurus utama. 

Berdasarkan Pasall03 Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan, bahwa: 

"Diraksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan 

Perseman atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan 

mclakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam 

surat kuasa.l' 

Apabila dieermati, pada Penjelasannya, yang menyatakan, "Yang dimaksud 
11kuasa•• adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan 

dalam sural kuasa" _ Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai mana sifat 

sebuah surat kuasa khusus, adalah kuasa itu diberikan oleh pemberi kuasa kepada 

penerima kuasa hanya sebatas pada perbuatan-perbuatan khusus sebagaimana 

yang disebutkan dalam sura! kuasa. Artinya bahwa pendelegasian tugas direkai, 

sekecil apapun adalah harus didasarkan pada pola administrasi, dan kontrol yang 

baik dari dan oleh direksi, karena direkailah penanggung jawab setiap kegiatan 

persero, Demikianlah tugas-tugas direksi yang sifatnya bisa dilaksanakn terlebih 

dabulu oteh direksi, dan baru dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Surat Kuasa 

disyaratkan harus tertulis, karena dalam Pasal 103, dinyatakan adanya Surat 

Kuasa. Sependat dengan itu adalah Jamin Ginting, dalam bulmnya yang berjudul, 

"Hukum Perseroan Terbatas (UU NO. 40 Tahun 2007), halaman 127 menyatakan, 

bahwa: 

" Pemberian kuasa berdaS.rkan isi dari surat kuasa di luar sehingga kuasa 

harus bersifat khusus, yaitu melakukan tindakan hukum tertentu, tidak 

dapat melakukan semua tugas yang menjadi tugas direksi, kecuali diatur 

lain dan dengan persetujuan RUPS." • 

Masih terdapat 2 jenis tindakan diraksi yang harus mendapatkan 

persetujuan RUPS, sahelum tindakan itu dilakukan oleh direksi, diantaranya: 
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1. tindak:an mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar 

aset perusaha.an. 97 

2. penggabungan atau peleburan perseroan.98 

3. pembubaran dan likuidasi. 99 

4. perubahan anggaran dasar.100 

5. pembelian kembaJi saham. 101 

6. penarnbahan modal."" 

7. pengurangan modal103 

8. pengangkatan direksi. 104 

9. pemberhentian direksi.10
' 

10. pengangkatan komisaris.'"' 

II. pemberhentian komisaris107 

Setelah dijelaskan di atas tentang batas-batas tanggung jawab terbatas 

direksi, maka beberapa bal yang perlu digarisbawahi di sini adalab, agar antara 

pemagang saham, direksi dan/atau dewan komisaris, dapat dilindungi o!eh sifat 

pertanggungjawabannya yang terbatas., mak.a mereka harus menjalankan atau 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan berpedoman: 

1. Gaod Corporate Govemance, sebagai pedoman aplikatif pengelolaan 

persero~ s:ehingga prmstp-prinsip Transparemy, fairness, 

accountability dan responcibility dapat implemcntatif disetiap sendi 

kehidupan perseroan. 

91 Op.CitPasall02 Ayat (l) Jo. Penjelasan.. 

9it Ibid. Pasall25 UU PT. 

"!bid. Pasal142 OUPT. 
100 Ibid Pasal. 19 UUPT. 
1 Ol Ibid Pasal38 UUPT. 
1CillbidPasal41 UUPT 

lM Ibid Pasal44 UtJPI' 

104 lbid Pasal94 UUPT 

lOS Ibid PasallOl UUPT 

l(ll;i Ibid Pasallll UUPT 

101 Ibid Pasallll Jo. PBS:Jll05 UUPT 
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2. Melaksanakan segala kewajiban, baik yang diperintahkan oleh 

Peraturan perundang-Wldangan, Anggaran Dasar perseroan, maupun 

putusan RUPS. Selia menghindari setiap yang dilarang, baik yang 

dila.rang oleh Peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar 

perseroan, maupun putusan RUPS. 

3. Tidak mencampuradukkan barta kekayaan pribadi dengan barta 

kekayaan perseroan, serta tidak memakai barta kekayaan perseroan 

Wl!Uk kepentingan pribadi, serta tidak mengambil keuntungan pribadi 

dengan mempergunakan barta kekayaan danlatau lil.silitas yang . 

dibarikan oleh perseroao. 

4. Memperiakukan perseroan secara profesiona1, yaltu menganggap 

perseroan sebagai lndividu yang patut diperlakukan secara profesional. 

Sehingga menyepelekan tugas tidaklah mungkin teljadi. 

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan batas-ba!JIS tanggung jawab 

direksi dalam pembuatan dan pelaksanaan PKWT, maka adaleh jelas bahwa untuk 

mengangkat pegawai haruslah tetap dibuat PKWT secara tertulis. PKWT ini 

seharusnya adalah ditandatangani oleh Pengusaha dalam hal ini adalah Direksi 

untuk dan atas nama perseroan. Jus Namun oleh karena kewenangan direksi untuk 

menandatangani PKWT ini termasuk kewenangan yang dapat dialihkan berdasar 

Pasal 103 Undang-undang Perseroan Terbatas, maka kewenangan tanda tangan 

terhadap PKWT ini dapat dialihkan kepaad Kepala Departemen HRD, yaitu 

dengan cara: 

l. Memberikan Surat Kuasa Khusus untuk penandatanganan PKWT. Kuasa 

ini apabila per!u dilengkapi dengan knasa substitusi sekali Jagi kepada 

level di bawah Kepala Departemen HRD, sehingga apahila Kepala 
" 

Departemen HRD ini berhalangan atau untuk pegawai level tertentu, 

penandatanganan PKWT dapat dilaknkan oleh Penerima Kuasa Suhstitusi; 

atau, 
.'--, 

----~--·-~ 

tos. Undang-undang Repub1ik Indo-nesia No. 13 Thlnm 2003 Op.cit, Pasa1 50. 
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2. Dalam hal Kuasa itu tidak dibuat, maka Direksi persroan dapat 

rnenetapkan Jobs Desk Kepala Departemen HRD diantaranya berisi 

pemberian kewenanagan kepada Kepala Departemen HRD untuk 

menandatangani PKW'I' atas nama Direksi Perseroan. Surat Keputusan ini 

harus dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan. 

Pengalihan kewenangan ini masih perlu tidakan pengawasan oleh direksi, 

sehingga direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi, karena dianggap 

telah beriktikad baik dan penuh hertanggung jawab dalam tugasnnya1
"'. 

• 

109 Undang-Undang No. 40 Tahun2007, Op.C'it. Pasa197 Ayat (2), (3) dan AJ~t (5) . 
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BAD 4 

IUS CONSTITUENDUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 
DI MASA MENDATANG 

A. Fenomena Penegakkan Hukum di Indonesia 

75 

Perlunya kesadaran dari semua pihak, baik legislatll; eksekutll; maupun 

oleh yudikatif, bahwa perkembangan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi, 

kurang diimbangi oleh pembangunan sistem hukum yang memadai, baik dari segi 

inftastruktumya, maupun sumberdaya manusianya. Ketimpangan dalam dunia 

prektis sangat jauh dibanding dengan dunia keilmuan (teori). Seakan-akan 

masing~masing memililci dunia sendiri~sendiri. Teori hukum yang tidak 

implementatif, begitu juga praktek hukumnya seringkali tidek ilmiak Demikian 

pula dengan sumberdaya manusianya, pengetahuan dasar hukum terahaikan, 

tetapi pengetahuan ilmiahnya juga tidak matang. Akibatnya, jalannya sistem 

hokum dalam grand design ketatanegaraan tidak dapat sempurna. Masalah 

tentang tiga pilar tuju>JI hulrurn, yaitu keadilan, kepastian hulrum dan 

kemanfaatan hukum saja, sampai saat Tesis ini disusun pun, maslh menjadi topik 

diskusi. Sebuah topik yang sangat sederhana, tetapi tidak pemah tuntas dibahas. 

Artinya bal itu belum final. Padahal dibanyak negara, topik itu sudah final. 

Antar penegak hukurn, hakim, jaksa, kepnlisian dan advokat, tidak pernah 

satu bahasa, apabila mernbahas satu masalah yang sama. Dalam kasus yang sama 

selcalipun, telapi tOijadi di lain tempat yang yurisdiksinya berbeda atau tOijadi 

dilain waktu (padahal peraturan perundlillg4l!ldangan belum ada perubahan), 

maka putusan pengadilan bisa berbeda. Apabila ada ketentuan hulrum yang jelas­

jelas kontra produktif dengan rasa keadilan dimasyarakat atau bertentangan 

dengan .Perkembangan ksedaan, maka ada beberapa hakim yang lebih 

mengutam~n kepastian hukum dari pada keadilan itu sendiri. lnilah k!;pastian 

hulrum yang terjadi di Indonesia. lnilah contoh kecil garnbaran wajah sistem 

hulrum di Indonesia. 

Universitas Indonesia Tanggung Jawab..., Agus Rudijanto, FH UI, 2009



76 

Pembangunan sistem hukum di Indonesia sudah sangat mendesak. 

Pembangunan sistem hukum yang diharapkan bersumber pada kristalisasi nilai 

yang belkembang dimasyartlkat, namun tetap sebagai hukum yang dapat 

menyokong kepentingsn pembangenan nasiollll.l (hukum sebagai instrument 

politis untuk perubahan masyarakat). Bukan lagi hukum yang lebih menitik 

beratkan saktor politik somata. 

Hokum sebagai kristalisasi nilai yang hidup dimasyarakat, mensyaratkan 

pembentukan hukum benar-benar sesuai. dengan aspirasi masyarakat, sehingga 

substansi hukum positif (dalem arti peraturan perundang-undangan yang berlaku) 

benar-benar diangkat dari nilai-nilai yang hldup dimasyartlkat. Artinya bahwa 

hukum tertulis merupakan basil pencatatan secara sistematis dari bukum yang ada 

dan berlaku dimasyarakat 

Berbada halnya dengan hukum yang merupakan instrument politis. 

Hukum yang demikian Iebih merupakan alat (instnnnent) penguasa atau pihak­

pihak yang berkepentingan lainnya. Masyarakat lebih merupakan obyek saja. 

Hukum yang dernikian biasanya tidak implementatif, dan tidak jarang pula yang 

ditolak oleh masyarakat. 

Kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang seJama ini 

dilakukan oleh pemerintah, sudah saatnya untuk diubah. Kondisi secara umum 

perkembangan hukum saat ini menunjukkan perkembangan yang kontroversi. Di 

satu sisi pembbu!an aparatur (SDM), sarana dan prasarana bukum cukup 

menunjukkan peningkatan. Narnun di pibak lain, perkembangan tersebut tidak 

diimbangi secara memadai dengan peningkatan integritas moral dan 

profesionalitas aparat penegak hukumnya. 110 

Kebijakan perubangunan llukum nasional harus dimulai dan bertitik tolak 

dari konstitusi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum secara riel, dengan 

mengerahkan segaia potensi dan kernampuan sumberdaya (beik sumberdaya 

110 Yusril Ihza Mahendra, "Kebi.fakan dan Strategi Pembangunun Hukum Nasional", da.lam 

Gagasan dan Pemikirnn tentang Pembabaruan Hulrum Nasionai. Tim Pakar Hukum.Departemen 
Kebakiman Dan HAM ru, PT Deltacitra Gmfindn, Cel Kedua, Jakartl, 2002, balll6. 
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manu&ia, maupun dukungan infrastruktur) yang ada, serta tetap memperhltungkan 

segata kendala yang mernpengaruhl (sebagai bentuk introspeksi), baik dalaru 

skala nasional, regional maupun globaL Berdasarkan kebijakan yang demikil!Il, 

maka dipertukan adanya penyamaan tangkah terhadap segala potensi, guna 

mendukung pembangunan hukurn, serta guna rnenjaga berbagai produk bukum 

yang dilahlrkan agar tetap berada dalarn kesatuan sistem hukum. Untuk mencapai 

pembangunan bukum yang dernikian, maka perlu menghlmpun kembali seluruh 

elemen-elemen sistem hukum yang ada, mulai dari substansi hukum (balk yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis), struktur bukum dan hudaya hukum. 

Sepuluh arab kebijakan yang barus ditempuh dalam rangke mewujudkan 

sistem hulrum nasional, yang menjamin tega.knya supremasi hukum dan HAM 

sebagairnana tertuang dalam GBHN Tahun 1999, kiranya dapat dipakai sebagai 

bahan pertimbangan bersama. Kesepuluh arab kehijakan tersebut, meliputi: 

I. Mengembangkan budaya hukurn di semua lapisan masyarakat untuk 

terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi 

hukum dan tegalmya nega.ra hukum. 

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan 

mengakui dan menghorrnati bukum agama dan hulrum adat, serta 

memperbaharui perundang-undangan wadsan kolonial dan hukum 

nasional yang diskriminati:t; terllll\suk ketidakadilan gender dan 

lretidaksesuaian.nya dengan tuntutan reformasi melalui program 

legislasi. 

3. Menegakkan hukum seeara konsisten untuk menjamin kepastian 

hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai 

hale asasi manusia. 

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi intemasiona4 terutama yang berkaitan 

dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingari 

bangsa dalam bentuk undang-undang. 
• 

S. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak 

hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk 

menumbubkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan 
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kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, 

serta pengawasan yang efek:ti£ 

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 

pengaruh penguasa dan pihak manapun. 

}. Mengambangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kegiatan perekonomian dalam mengbadapi era perdagangan bebas 

tanpa merugikan kepentingan nasional. 

8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan 

terbulai, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap 

menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. 

9. Meningkatka..~ pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan 

perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam 

seluruh aspek kehidupan. 

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum 

dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. 111 

Kesepuluh arab kebijakan pembangunan sistem hukum nasional tersebut 

pad a dasarnya adalah untuk mencapai tujuan supremasi hukum di Indonesia. Dari 

kesepuluh arah kebijakan pembangunan sistem hukum nasional tersebut, yang 

paling penting dalam kaitannya dengan topik pembahasan pada Tesis ini adalah, 

butir ke: I, 3, 5, dan 9, yang kesemuanya adalah berbicara tentang arab 

pembenahan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur, 

Kunci utama supremasi hukum di Indonesia adalah pada penegakkan 

hnkum, karena hulrum di Indonesia ( dalam pengertian peraturan penmdang­

undangan), sebagaian besar adalah dibuat dengan sistem Top Down (pemerintah 

memvisikan, dari visi inilab kemudian diterjemahkan dalam bentuk hukum, 

termasuk didalarnnya undang-undang). Sebaik dan sebanyak apapun hukum yang 

dibuat, apabila penegakkan hukum dan infrastruktumya tidak memallai, maka 
.. ' 

' 

m Ibid, hal 120. 
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hasi!nya juga tidak bogus. Kendala penegakan hukum di Indonesia ada beberapa 

hal, diantaranya: 

I. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Hanya sedikit 

sumber daya manusia yang ahli, tidak rentan terhadap KKN, bahkan 

memiliki integritas, yang menduduki posisi sebagai aparatur penegak 

hukum. 

2. Penegakkan hukum tidak betjalan, karena kerap mengalemi intervensi 

kekuasaan dan uang. Indepedensi dan profesionalitas kadang harus 

dilrorbankan demi kekuasaaan dan uang. Uang menjadi permasalahan 

karena negara belum mampu memberikan kesejahteraan bagi aparat 

penegak bnkum. Selama negara mengabaikan masalah kesejahtenaan, 

maks selama itu pula penegakan bnkum akan terseok-seok. 

3. Semakin surutnya kepercayaan masyarakst pada aparatur penegak 

hukum. belakangan tetjadi kecenderungan masyanakat melakukan 

penegakan hukum dengan tangannya sendil:i. 

4. Pembentukan Undang-undang kerap tidak memperhatikan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada pada aparatur penegak hukum. 

Sehingga peraturan perund<!ng-undangan dibuat yang sebenarnya suHt 

untuk dijalankan oleh aparatur penegak hukum, 

5. Kurang diperhatikannya oleh pembentuk Undang-undang bahwa cara 

herpikir (mindset) aparatur penegak hukum membutuhkan waktu, 

untuk bisa berubah. Bila aparatur penegak hukum tidak paham betul 

isi peraturan perundang-undangan, tidak mungkin diharapkan adanya 

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan."' 

Gambaran tersebut <li alas, apabila dikaitkan dengan fenomena 

Ketenagaketjaan di Indonesia, apaiagi tenaga ketja yang berstatus kontrak 

(PKWT), maka akan semakin komplek. Di sini Penulis tidak membahas tentang 

111 Hi.kmabanto Juwa.na, "Tantangan Refonnasi Hukum di Indonesid', dalam Etman :Raja.gu.kguk, 
Hikmahanto Juwana, Timothy Lindsey, Perubaban Hnkam di Indonesia (199&-2004) Harapan 
2005, Universitas Indonesia. 2004. ba134. 
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karyawan tetap (PKWTD, karena seC<Ifli level atau tingkat sosial 

ketenagakerjaan, status ini sudah cukup mapan, dan merupakan status tertinggi 

da,lam level hubungan kerja. 

B, Jus Constituendum Hubungan Kerja ~rdasarkan PKWT 

Fenomena keberadaan Undang-undang Nomor. l3 Tahun 2003, ini sangat 

menarik:, karena: 

I. Di pihak pengusaha undang-undang ini ditolak, karena mengatur shaem 

pesangon yang melebihl dari batas logika bisnis. Juga dirasakan tidak 

memberikan kepastian hukum bagi pengusaba, apalagi pasca dicahutnya 

beberapa pasal, diantaranya Pasal !58 dan sebagian dari Pasal 160, oleh 

Mebkaraah Konsthusi dengan Nomor Perkara: 012/PUU-1/2003, tanggal 

28 Oktober 2004. 

2. Di pihak pekerja undang-undang ini juga ditolak, karena masih 

memberlakukan adanya sistem karyawan kontrak dan karyawan 

outsourcing kepada pekerja. 

Menurut hemat penulis hampir semua ketentuan pasal da!am Undang­

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya yang 

mengatur tentang PKWT inl sudah cukup diatur. Sebingga sebagai salah satu 

komponen penegakan hukum, maka terhadap Undang-undang tergantung pada 

pelaksanaannya. Memang semuanya take and give, antara pekerja dengan 

pengusaha. Pada umumnya pengusaha selalu menginginkan agar mendapatkan 

untung yang sebesar-besamya. Pekerja juga menginginkan gajl dan kesejahteraan 

yang sebaik-baikuya. Masing-1113sing adalab logis. Pengusaba dapat menuntut 

karyawannya untuk bekerja yang bagus apahi!a kesejahteraannya juga cukup. 

Pengusaha juga jangan sampai hanya menuntut kinerja karyawan sebagus 

,, mungkin, tetapi tidak diimbangi dangan gaji dan kesejahteraan terhadap 

karyawan secara cukup. Seba!iknya pada karyawan, juga harus membekali diri 

ketrampilan dan keahlian yang cukup. 
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Pelaksanaan undang-undang secara konsekuen ini memerlukan kesadaran 

dan peranserta dari semua pihak, balk pengusaha, peketja maupun pemarinta!L 

Salah satu pibak dalam hal ini tidak konsakuen, maka pelaksanaan undang­

undang ini tidak akan bisa optimal. Oleh karena ketidakefaktifan Undang-undang 

Ketenagakeijaan ini dari sisi pelak:saoaannya. maka dalam ius contituendum ini 

Penulis berpendapat untuk mengubah pola pendekatan masing-masing pihak, 

terutama oleh Pemerintab, karena pemorintah sebagai eksekutif (pelaksana 

produk Jegislatif). Menurut Penulis, ada dua pola pendekatan yang selarna ini 

tidak tuntas dilalrukan oleh pemetintab sebagai pola pendekatan untuk 

membentuk kesadaran hukum, yaitu: 

l. Pola Pendekatan Sosiologi 

Iklim usaha yang kondusif, itu terbentuk dari simbiosis mutualisme dari 3 

(tiga) kornponen: 

1. Pengusaha. Pengusaha ak:an meJakukan lnvestasi, apabila investasi 

usahanya akan mendatangkan keuntungan, atau setidaknya investasinya 

aman. Oleh karena itu pengusaha membutuhkan pekerja untuk 

memproduksi barang atau jasa dibidang usahanya. Selain daripada itu 

pengusaba juga meml>utuhkan dukungan pemerintah untuk dapat menjaga 

kuatabilan ketertiban dan keamanan, serta kepastian hukum, karena yang 

rnemiliki kewenangan untuk mengatur itu adalah pemerintab, dengan 

kewenangan untuk membuat peratumn perundang-undangan. 

2. Pemetintah. Pernerintah mempunyai fungsi dan tugas menjaga dan 

meningkatkan stahilitas ekonorni dan kearnanen, oleh karena itu 

pemerintah meml>uat prograrn-progran untuk mencapai tujuan itu. Adanya 

perusahaan diwilayahnya akan dapat meningkatkan daya beli 

rnasyarakatnya, baik seeara langsung, maupun tidak Iangsung. Karena 

selain warganya dapat bekerja diperusahaan ilu, atau rnend~patkan 

pengbasilan lain dari persewaan tempat tinggal, transaksi karyawan 

disekitar pemsahaan dan sahagainya. 
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3. Pekeija. Pekeija juga membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan upah 

gnna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dan dapat 

menabung guna masa depannya. 

Simbiosis mutualisme dari ketiga komponen ini sebarusnya menjadi prioritas 

utama yang harus ditumbuhkemangkan oleh masing-masing komponen, sehingga 

dari program pengembangan masing-masing komponen, maka diharapkan ketiga 

komponen tersebut dapat memberikan peranaunya secara optinuil gnna 

pembangnnan ekonomi baogsa. Untuk dao oleh !<arena itu peran aktif dari 

ketiganya sangatlah perlu, agar masing-masing juga mendapatkan keuntungan 

, secara maksimaJ. Peran dari ketiga komponen inilah yang hingga sekarang ini 

tidak kelihatan. 

Sunggnh sangat disayangkan, apabila masing-masing komponen ini 

membentuk dan menggemukkan koloni-koloninya sendiri-sendiri dengan 

menaoamkan doktrin difensif dan ofensif kepada komponen yang lain. Saling 

curiga satu dengan yang lain. Hanya bertemu pada saat ada sengketa perburuhan. 

Saling menyerang dan mencaci. Padahal apabila kond!si simbiosis mutualisme 

terwujud secara optimal,. maka ketiga komponen ini akan dapat diibaratkan 

makan bersama dalam satu piring. Bukan sebaliknya, sebagaimana sekarang ini. 

Pemerintah sebagai alat negara yang memiliki fungsi sebagai fasilitator 

dan dinamisator, seharusnya mem,ulai unf.l.lk mewujudkan program ini. Inilah 

pendekatan sosial, yang barns dibangnn bersama. 

2. Pnla Pendekatan Huknm 

Sekali lagi menurut het(lat Perrulis Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003, hingga saat ini masih cukup bagns. Kekurangarmya justru ada pada 

penegakkan hukumnya. Pernerintah melakukan kontrol atau pengawasan 

ketenagakerjaan hanya sebatas formalitas. Tidak mendarat sampai !'"!ingkat 
• 

esensi pengawasan pelaksanaan undang-undang. Apakah undang-undang telab 

dilakaanakan olab pengnsaba dan/atau pakerja secara benar. 
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Pendekatan hukum ini adalah dalam upaya untuk mencapai tujuan kepastian 

hukum. Pendekatan hukum ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya: 

L Pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi 

(undang-undang), hingga yang terendah PKWT, termasuk menambabkan 

kekuarangan-kekurangannya. 

2. Mensosialisasikan segaia peraturan perundang~undangan secara terpadu 

dan komprehensip, dengan mengutamakan prinsip-prinsip kelengkapan, 

kecepatan kemudahan dan keakuratan informasi hukum. Sebab selama ini · 

informasi hukum semakin lama semakin susah di dapat. Sisminbakum 

yang tujuannya nntuk mempermudah akses informasi bidang hukum, 

tidak seperti yang di iklankan. Justru be!Jlo!ensi menciptakan ekonomi 

biaya tinggi dan semalcin suJit diaksesnya infonnasi·informasi hulrum113
, 

Fictie hukum, yang selama ini dijadikan pengelakan oleh pemerintah 

terhadap kewajiban yang mensosialisasikan peratoran perundang· 

undangan, seharusnya segera diakhirl. 

Hukum ketenegakerjaan seharusnya rnenjadi materi wajib di dunia 

pendidikan. Terutarna adalah bagi pendidikan berbasis keahlian. 

Penanaman pengel:ahuan, tentang makna hak dan kewajiban harus 

diberikan sejak dini. Sehingga sebenarnya masalah ketenagakerjaan 

sebenarnya bukan hanya masalah Departemen Ketenagakerjaan saja, 

tetapi terkait dengan departemen lain 

3. Kontrol atau pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

secara terpadu. Kontrol yang bersifat asal-asalan, formalitas, dan 

berkesinambungan, sudah harus dibentikan. Lemahnya kontrol atau 

pengawasan disemua sektor menjarlikan semakin terpuruknya negeri ini 

113 Redaksi Indonesia Legal Center Piblishing, Undang-undang Repubtik Indonesia Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perntumn Pelaksana, Karya Gemilang, Cet. Pertama, 
Jakarta 2008, Hal. vii 
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Dalam PKWT, Kontrol sebarusnya dilak:ukan oleh semua pihak terkait, 

sekali lagi bukan untuk menunjnkkan kekuatan satu pihak dan mo!emah 

pihak yang lain, akan tetapi kontrol adalab untuk menguji suatu sistem itu 

betjalan atau tidak. Metode Peogawasan dapat dilakukan sebagai berikut: 

l. Pengawasan Internal. Dilak:ukan oleh para pibak sendiri, yaitu: 

perusabaan oleh Dewan Komisaris, sadangkan peketja oleh 

perkerja sendiri. 

2. Pengawasan Eksternal. Dilakukan oleb pihak di luar para pihak 

yang mengadakan PKWT, yaitu dil.akukan oleh Dinas Tenaga 

Kelja dan Serikat Peketja setempat (bukan serikat pekelja di 

dalam perusabaan), apabila serikat peketja tidak ada, aka 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Ketja. 

PKWT sebagai peljanjian yang sudah sepatutnya berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak, akan tetapi bukan dalam makua kebebasan yang tanpa batas, oleh 

karena itu kontrol atau pengawasan adalah mutlak hams ada. Hal ini diantaranya 

dapat kita ketabui dari beberapa pendapat, yang cukup memberikan inspirasi 

misalnya: pendapat Sutan Remy Syahdeini, dalam menanggapi nask:ah piclato Ir. 

Soakarno, yang menyatakan: 

"Dengan pandangannya itu, Jr Soekamo, yang kemudian menjadi Presiden 

Republik Indonesia yang perlama, bermaksud mengemukakan babwa dl 

alarn demokrasi Pancasila tidak dlbenarkan adanya penindasan atau 

dominasi oleh manusia yang satu terbadap manusia yang lain, bukan saja 

di dalam bidang politik tetapi juga di dalarn bidang sosial ekonomi. Bila 

pandangan ini direntang dan dijabarkan lebih jauh, maka berarti di dalam 

alam demokrasi Pancasila tidak diinginkan adanya perjanjian-petjanjian 

yang berat sebelab, yaitu yang isinya menindas hak-hak salah satu pihak 

oleh pihak lainnya. Bila hal itu sampai tetjadi demikian, yaitu sabagai 

· '!kibat bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak, maka 
• 

pemerinteh, karena diharuskan oleh Weltanschauung atau dasar 'negara, 

harus meluruskan keadaan yang demikian itu. Hal itu tentu saja dilakukan 
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melalaui penciptaan peraturan perundang-Undangangan yang berisi 

ketentuan-ketentuan yang "menyimpankan" asas kebebasan berkontralc u• 

MenuNI Sutan Remy Syahdeini, pendapat yang sama juga dikemukakan 

oleh Mohanunad Hatta selaku Wakll Presiden, dalam Pidatonya pada Konperensi 

Ekonomi di Yogyakarta pada Tanggal 3 Februari 1946, yang mengemukakan 

bahwa: 

"menurut arahnya, dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh 

dari dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu 

sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita 

hidup Indonesia. Sudah dari dahnlu kala masyararakat Indonesia - seperti 

juga dalam IDAsyarakat Asia lainnya - berdasar kepada kolektivisme itu, 

yang terkenal sebagai dasar tolong menolong (gotong royong). Dalam 

faham kolektivisme, demikian selanjutnya dil<lltakan Mohammad Hatta, 

tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara. Negara adalah ala! 

masyarakat untuk menyempumakan keselamatan umum". 115 

Dalam kesempatan yang lain, pada peringatan Hari Koperasi tanggal 12 

Juli 1977, Mohammad Hatta menyarnpaikan pidato di Depan Dewan 

Pertimbangan Agung RI, yang berjudul, "Cita-Cita Koperasi dalam Pasal 33 

UUD 1945 ", diantaranya menyatakan sebagai berikut: 

"... lebih tepatnya dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada 

membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang 

melarang pula "penghisapan" orang yang lemah oleh orang lain yang 

bermodal (kursif oleh penulis).""• 

114 Suta.n Remy Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seirnbtmg Bagi Pa/'0 
Pihak Do/am Pe!]fm]Jan Kredft Bank.Di Indonesia, Institute Dankir Indonesia, 1993, hal 50-51. 

115 Sri-Edi Swasan.a. (ed1 Sistem Ekonomi dan Demokrasl Ekonomi da1am Sutan Remy 
Sjabdcini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak D'alam 
Perjanjian KreditBankDi Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 51. 

m Thid., hat 51. 
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Mencermati pendapat Mohamad Hatta tersebut, menurut Sutan Remy 

Sjahdeini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

!. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertumpu pada 

kolektivisrne, Masyarakat harus didahulukan kepentingannya daripada 

kepentingan diri sendiri atau orang-seorang. 

2. Faham liberalisrne atau individualisme tidak dikehendaki di Indonesia. 

3. Negara, sesuai dengan fungsinya sebagai alat masyarakat untuk 

menyempumakan keselamatan wnum, harus membuat peraturan yang 

melarang pengisapan orang yang lemeh oleh orang yang bermodal. 117 

Pendapat yang soma juga pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto 

dalam beberapa pidaronya, diantaranya: 

" ... pandangan Bangsa Indonesia terhadap manusia tldak mengheodaki 

adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain~ balk secara lahlriah 

maupun secara bathiniah, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa 

1ain·"JI8 , 

~· .. _Keadilan sosial berarti barns meiindungi yang Jemah; ... Perlindungan 

yang diberikan adalah untuk mencegab kesewenang-wenangan dari yang 

kuat,. untuk menja.'llin adanya keadilan.~'u9 

""... bahwa ada :satu batas dim ana kepentingan pribad.inya hams secara 

sukarela ditundukkan kepada kepentingan masyarakat. Karena itu ada 

keselarasan antara penggunaan hak-hak asasinya dengan kewajiban­

kewajiban azas~ ... "120 

m Su!an.Remy Sjahdeini,. Op.Cit. hal 52. 

'" Pidato Presideo Soebnrto pru:l/1 Peringatan Hari Lahimya Paru:asila, tangga1 1 JUDi !967 di 
Jakarta, dalam Sutan Remy Sjahdeinl, Kebebasan Berlrontrak dan Perlind110gan Yang Sei:mbang 
Bagi Para Pihak Dalam Pe:Jjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta. 
1993, hal 52, 

ll9 Ibid. hal 53. 

120 Amanat Presiden Soeharto pada Feringatan Ulang Tahun lro-25 Univeisitas Gajabmana, pada 

tlmggall9 Des>imber 1974 di Yogyakarla, dalarn Su!an Remy Sjahdeioi, "Kebcbasan llerkontrnk 
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"' 

"-"" Hendaknya kita lihat baik-baik; bahwa hak-hak azasi harus berjalan 

seiring dengan tanggungjawab azasi; hak-hak azasi tanpa tanggungjawab 

azasi akan mendatangkan kekacauan; sebaliknya tanggung jawab azasi 

tanpa hak-hak azasi akan menimbulkan kebeknan .. " kita tidak boleh 

rnemberi ternpat kepada usaba yang bertujuan merusak dengan berlindung 

di balik tirai kebebasan azasi tadi;)' 12
l 

Beranjak dari pendapat yang dikemukakan oleh ketiga mantan presiden 

tersebut, maka dapatlah dijadikan rujukan pemikiran bahwa sudah sapatutnyalah 

apabila negara menunjukkan eksistensinya dengan tidak saja membuat suatu 

peraturan perundang-undangan yang selalu mernuat keseimbangan antara bak 

asasi dan kewajibao asasi setiap warga negaranya. Narnun yang lebih penting 

adalah, pemerintah harus melakakan pengawasan lebih intensif terhadap 

pelakaanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada" 

Alangknh harmonisnya kahidupan berbangsa dan bemegara, apabila 

masing-masing komponen memainkan perannya secara baik dan benar, yaitu 

a. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan selaJu menyuarakan misi 

visinya, dan meng-up date k:ebijakan-kebijakan dengan tetnp menjaga 

stabilisasi dan dina.rnisasi kehidupan berbangsa dan bernegara; 

b. Pengusaha menyiapkan dan mengembangkan lapangan kerja yang. 

c. Pekarja mempersiapkan dan meningkatkan SDM sehingga semakin 

tangguh" 

Maka nasib tenaga kerja mural1 yang tetiadi di dalam dan luar negeri tidek 

akan terjadi sampai saat ini. 

dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pam Pihak Dafam Peljanjian K.redit BankDi lndonesia. 
Institute Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hal 52. ~ -" • 

121 Pidato Kenegaman Presidcn Soeliarto, pada tanggat 16 Agustus 1975, dalam Sutan Remy 
Sjahdein.i, "Keheba.mn Berlrontrok dan Perlindungan Yang Seimbang Bag! Para Pihak Daiam 
Perjanjian Kredit BanklJi Indonesia, Institute Bank:ir Indonesia, 1993, hal. 52. 
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A. Kesimpulan: 

.BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasar uraian pada bab-bab tersebut di alas, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

I. babwa kententuan hukum yang mengatur tentang hakekat syarat syahnya 

pcrjanjian kerja waktu tcrtentu yang dibuat oleh Direksi dan pekerjalburuh 

adalah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan_ Sehingga masiog· 

masing, baik pekerja maupun pengusaha dalam pembuatan PKWT, 

baruslah tundak pada ketentuan itu, apabila tidak maka akibat bukumnya 

adalab PKWT akan barubab menjadi PKWTT, atau dapat dibatalkan 

babksn akan batal demi hukum. 

2. bahwa tanggung jawab direksi adalah menjadi tanggung jawab perseroan 

apabila direksi telah mengelola perseroan dengan iktikad baik dan penuh 

tanggung jawab, termasuk melukukan tindakan pencegahan terhadap 

kemungkinan terjadinya kerugian perseroan. Apabila direksi !alai 

melaksanakannya, maka tanggung jawab akan beralih menjadi tanggung 

jawab pribadi diraksi. 

3. bahwa peran aktif pemerintah terhadap pembuatan dan pelaksanaan 

PKWT, masih sangat kurang, karena hanya menerima laporan, diharapkan 

harus ada per"!' yang lebih aktif dari pemerintah, sebagai pengawas yang 

benar -benar memiliki integritas dan kapasitas1 sehingga manakala ada 

kekeliruan dalam pembuatan dan pelaksanaan PKWT, maka pemerintah 

dapat segera meluruskannya 

B. Saran 

• 
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, Penulis dapat menyampaikan 

baberapa saran diantaranya: 
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1. bahwa dalam pembuatan PKWT perlu diperhatikan oleh Departemen HRD 

akan kewenangannya untuk menandatangani. Apakah kewenangan itu 

telah dimiliki oleh HRD atau belum? Apahila kewenangan ini belum 

dimiliki oleh HRD, maka HRD tidak sama sekali dibenarkan 

menandatangani PKWT tersebut. Direksi pun demikian, bahwa jangan 

llll)DUntut HRD untuk menandatangani PKWT kepada pihak lain termasuk 

HRD, apabila lrewenangan itu belum dialihkan kepada pihak lain. Apabila 

ini terjadi, dan menimbulkan kerugian kepada perusahaan, maka kerugian 

menjadi tanggung jawab direksi. 

2. Perlu adanya peran aktif pellll)fifitah dalam hal memberikan pengarahan 

dan melakukan pengawasan terbadap pembuatan dan pelaksanaan PKWT 

ini. Kekurangaktifan pernerintah ini berakibat pada kaddakonsistenan para 

pihak dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam 

pembuatan PKWT. Karena besarnya potensi penyimpangan undang­

udang, maka perlu suatu metode pengawasan, babkan pembentukan 

lembaga Jembaga khusus yang independen, yang dapat melak:tt.ltan kontrol 

kepada departemen tenaga kerja alas pelaksanaan pengawasan yang telah 

dilakukannya terhadap PKWT dilapangan. 
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